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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS FUNGSI STAFFING DALAM TRANSFORMASI  

PELAYANAN DIGITAL DI KANTOR BEA CUKAI BELAWAN KOTA 

MEDAN 

Cinta Salsabila 

2103100020 

Transformasi pelayanan digital merupakan bentuk inovasi dalam 

peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan publik yang berbasis teknologi. 

Salah satu instansi yang sedang gencar melaksanakan transformasi digital adalah 

Kantor Bea Cukai Belawan Kota Medan, melalui implementasi sistem CEISA 

(Customs-Excise Information System and Automation). Namun, keberhasilan 

transformasi digital tersebut tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga 

ditentukan oleh efektivitas fungsi staffing dalam mengelola sumber daya manusia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi staffing dalam 

mendukung proses transformasi pelayanan digital di Kantor Bea Cukai Belawan 

Kota Medan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan 

analisis kualitatif . Informan dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang, yaitu 2 

pegawai Bea Cukai Belawan dan 2 pengguna jasa. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis 

data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi staffing telah berjalan cukup efektif, 

ditandai dengan mobilisasi dan pengelolaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan 

pelayanan digital. Pelatihan rutin, penggunaan sistem hybrid, serta adanya 

evaluasi terhadap kinerja pegawai menjadi faktor penting dalam mendukung 

efektivitas CEISA. Namun demikian, masih terdapat kendala teknis dalam 

implementasi sistem yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Secara keseluruhan, 

staffing berperan signifikan dalam mempercepat transformasi pelayanan digital di 

lingkungan Bea Cukai Belawan. 

Kata Kunci: Staffing, Pelayanan Digital, CEISA, Pelayanan, Transformasi 

Pelayanan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi terus berkembang tanpa henti, membawa 

perubahan yang tidak dapat diabaikan maupun ditolak. Perkembangan ini 

mendorong masyarakat untuk beradaptasi melalui transformasi digital, yang 

menjadi langkah awal dalam menciptakan metode baru yang lebih efektif dan 

efisien untuk menggantikan cara-cara lama dalam melakukan berbagai aktivitas. 

Transformasi digital dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan 

mencakup berbagai aspek dalam perusahaan atau organisasi, termasuk sumber 

daya manusia, proses, strategi, dan struktur. Proses ini bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja melalui penerapan teknologi yang inovatif. 

Dalam lingkup pemerintahan, pemberian pelayanan secara prima 

merupakan salah satu hal yang wajib untuk diterapkan sebagai bentuk 

pelaksanaan reformasi, di mana pemerintah sangat memperhatikan kebutuhan 

akan pelayanan yang efisien, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan 

menghilangkan pelayanan yang bersifat politis dalam sektor pemerintahan (Putri 

dalam Ahsan, 2024). Upaya untuk mencapai pelayanan prima ini mendorong 

negara-negara untuk beralih ke digitalisasi sebagai prioritas utama dalam 

transformasi menuju masyarakat modern yang lebih efisien. Berbagai negara kini 

menjadikan digitalisasi sebagai strategi kunci untuk meningkatkan efektivitas, 

akses, dan kualitas layanan publik. Di tingkat global, digitalisasi ini berperan 

penting dalam mengurangi kesenjangan teknologi antara negara maju dan negara 

berkembang. Melalui adopsi teknologi digital, negara berkembang memiliki 
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peluang mempercepat modernisasi administrasi publik, menyederhanakan 

birokrasi, dan menyediakan layanan yang lebih optimal bagi masyarakat, terutama 

di area terpencil. 

Dalam era digitalisasi saat ini, transformasi layanan publik menjadi 

modern juga sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, 

terutama di sektor kepabeanan seperti di kantor Bea Cukai. Meskipun banyak 

instansi pemerintah masih mengandalkan metode konvensional yang sering kali 

lamban dan birokratis, tantangan ini semakin mendesak untuk diatasi mengingat 

meningkatnya volume perdagangan internasional dan tuntutan masyarakat akan 

layanan yang lebih cepat dan responsif.  

Digitalisasi tidak hanya membantu mempercepat proses clearance dan 

pengajuan dokumen, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, 

mempermudah pemantauan dan evaluasi kinerja. Berdasarkan berita yang dilansir 

pada (18/10/24) beacukai.go.id (Bea Cukai, 2024) menyatakan bahwa kinerja 

logistik Indonesia belum optimal dengan biaya tinggi 24% pada 2013, dengan 

begitu pemerintah merespons dengan strategi digital, termasuk pengembangan 

Indonesia National Single Window (INSW) dan National Logistic Ecosystem 

(NLE) untuk meningkatkan efisiensi. Dengan adanya sistem digital, penurunan 

dwelling time atau waktu tunggu barang atau kontainer di pelabuhan dari tahun ke 

tahun menjadi salah satu indikator keberhasilan penerapan INSW dan NLE. 

Dwelling time di pelabuhan mengalami penurunan konsisten dari 4,05 hari pada 

tahun 2017 menjadi 2,62 hari pada tahun 2023. Ini merupakan hasil dari 

kolaborasi antar lembaga dan bukti transformasi digital mampu mempercepat 

proses clearance.  
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Selain itu, digitalisasi memungkinkan pemantauan barang secara real-time, 

yang secara langsung mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan 

kepercayaan pelaku usaha. Dalam sistem pemerintahan, digitalisasi ini 

diwujudkan melalui aplikasi sistem informasi yang umum dikenal sebagai layanan 

e-government. Pengembangan e-government merupakan langkah pengembangan 

pelayanan publik yang beroperasi secara elektronik yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik (Mustofa Husain dkk., 2023). Langkah 

ini juga sejalan dengan komitmen nyata Bea Cukai dalam menjalankan fungsinya 

sebagai fasilitator perdagangan yang mendukung ekosistem logistik nasional. 

Untuk mencapai tujuan ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah 

memanfaatkan sistem informasi utama, yaitu Customs-Excise Information System 

and Automation (CEISA). CEISA digunakan untuk membantu berbagai proses 

bisnis yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai, mencakup fungsi operasional 

hingga pengawasan. Sistem CEISA merupakan bagian dari pengembangan 

teknologi informasi dan komputer (TIK) yang telah dibangun DJBC sejak tahun 

2011 dengan menerapkan prinsip-prinsip centralized, integrated, inter-connected, 

dan automated (Bea Cukai, 2017). Dalam konteks DJBC, CEISA berperan 

sebagai sistem informasi utama yang mendukung hampir seluruh aktivitas 

operasional instansi ini. Namun, keberhasilan transformasi pelayanan digital tidak 

hanya bergantung pada kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga sangat 

dipengaruhi oleh kesiapan dan pengelolaan sumber daya manusianya. Dalam hal 

ini, fungsi staffing menjadi kunci penting. Staffing adalah proses yang meliputi 

perekrutan, seleksi, penempatan, pelatihan, dan pengembangan pegawai untuk 

memastikan organisasi memiliki individu yang tepat di posisi yang sesuai. Tanpa 



4 

 

 
 

pengelolaan staffing yang efektif, transformasi digital akan menghadapi berbagai 

hambatan, seperti ketidakmampuan pegawai beradaptasi dengan sistem baru atau 

rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, dalam mendukung 

kesuksesan implementasi sistem digital seperti CEISA di Kantor Bea Cukai 

Belawan, efektivitas fungsi staffing menjadi faktor strategis yang tidak dapat 

diabaikan. 

Di era teknologi 4.0 saat ini, penerapan sistem informasi dan teknologi 

seperti CEISA menjadi aspek penting yang menunjang keberhasilan dan efisiensi 

organisasi. Dengan CEISA, DJBC mampu menjalankan tugasnya secara lebih 

efektif dan efisien, mendukung transformasi digital yang sejalan dengan prinsip e-

government untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan transparan. 

Namun, penerapan CEISA 4.0 juga menghadapi tantangan yang harus 

segera diatasi. Dalam artikel Logistik News (Mabrori, 2023) pada (22/11/2023), 

beberapa masalah yang masih dikeluhkan oleh para pelaku usaha mencakup 

kegagalan autentifikasi karena tidak bisa login, kesulitan mencetak dokumen 

seperti PDF draft atau respons yang sering kali kosong, serta kebutuhan akan 

berbagai prosedur tambahan seperti menghapus cache dan menggunakan flat files. 

Di sisi impor, ditemukan kendala pada pengisian dokumen yang mengharuskan 

pengecekan manual akibat data atau dokumen B/L atau AWB yang tidak 

ditemukan, meskipun sudah sesuai dengan format BC 1.11. 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bayu dalam beacukai.go.id (Beacukai, 

2019) pada (31/12/2019), yang menyoroti lambatnya respons CEISA pada proses 

pengajuan dokumen hingga mencapai empat jam. Selain itu, gangguan koneksi 

aplikasi CEISA menyebabkan petugas hanggar tidak dapat melakukan perekaman, 
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yang pada akhirnya berdampak pada penalti dan komplain dari pengusaha 

Kawasan Berikat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya evaluasi berkelanjutan 

terhadap sistem CEISA 4.0, termasuk perbaikan infrastruktur teknologi dan 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengatasi kendala 

teknis dan memberikan pelayanan yang optimal. 

Pada penelitian sebelumnya, penulis menyoroti penelitian yang dilakukan 

Bela Hari Murti dan Resista Vikaliana (Murti & Vikaliana, 2021) untuk 

menganalisis penerapan aplikasi CEISA Manifest dalam pelaporan manifest 

barang di sektor logistik. Penelitian ini fokus pada penggunaan sistem CEISA 

(Customs-Excise Information System and Automation) di PT Samudera Agencies 

Indonesia dalam pelaporan Inward Manifest dan Outward Manifest. Hasilnya, 

implementasi aplikasi CEISA dalam pelaporan manifest masih menghadapi 

tantangan seperti masalah teknis dalam penggunaan sistem yang berdampak pada 

kecepatan dan akurasi data yang dilaporkan. Selain itu, terdapat kesulitan dalam 

pengelolaan data dan kurangnya integrasi dengan sistem lain yang menyebabkan 

lambatnya respon dan gangguan operasional. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis menemukan bahwa penelitian 

terkait penerapan aplikasi CEISA Manifest lebih fokus pada sistem digital itu 

sendiri tanpa membahas aspek sumber daya manusia (SDM) yang berperan 

penting dalam efektivitas penerapan teknologi tersebut. Oleh karena itu, 

diperlukan penelitian lanjutan yang tidak hanya menelaah sisi teknis sistem 

CEISA, tetapi juga mengkaji bagaimana fungsi staffing di Kantor Bea Cukai 

Belawan Kota Medan mempengaruhi transformasi pelayanan digital. Penelitian 

ini akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana peran staffing dalam 
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mendukung implementasi CEISA dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas 

pelayanan serta efisiensi operasional di Kantor Bea Cukai Belawan Kota Medan. 

Selain itu, penelitian lanjutan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 

lebih menyeluruh mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam 

penerapan CEISA di Kantor Bea Cukai Belawan Kota Medan, serta mencari 

solusi yang dapat meningkatkan efektivitas transformasi digital di sektor 

pelayanan publik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Fungsi Staffing Dalam 

Transformasi Pelayanan Digital di Kantor Bea Cukai Belawan Kota Medan?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas fungsi 

staffing dalam transformasi pelayanan digital di Kantor Bea Cukai Belawan Kota 

Medan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Aspek Teoritis, diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam 

pengembangan sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan 

peran staffing dalam mendukung penerapan transformasi digital di sektor 

pemerintahan. 
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b. Aspek Praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi staffing dalam transformasi 

pelayanan digital  di kantor Bea Cukai Belawan Kota Medan. 

c. Aspek Akademis, diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi 

mengenai fungsi staffing dalam transformasi pelayanan digital di Kantor 

Bea Cukai Belawan Kota Medan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan ini disusun secara sistematis dan teratur agar 

penelitian dapat dikaji dan dipahami dengan terstruktur. Adapun sistematika 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penelitian. 

BAB II : URAIAN TEORITIS 

 Bab ini menguaraikan teori-teori yang berkaitan dengan 

pengertian efektivitas, pengertian staffing, dan pengertian 

transformasi pelayanan digital. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, 

mencakup jenis penelitian, kerangka konsep, kategorisasi, 

narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data, serta lokasi dan waktu penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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 Bab ini berisi hasil data yang diperoleh dari lapangan, 

yang kemudian dianalisis agar dapat memberikan 

interpretasi terhadap permasalahan yang diteliti. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran berdasarkan 

seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Konsep Efektivitas 

2.1.1 Pengertian Efektivitas 

Berdasarkan    Kamus    Besar    Bahasa Indonesia,  efektif  memiliki  arti  

sebagai  suatu pencapaian  tujuan  dengan  tepat  atau  memilih secara  tepat  suatu  

tujuan  dari  berbagai  pilihan cara atau serangkaian alternatif dan menentukan   

pilihan   dari   berbagai   pilihan lainnya. Menurut Umar dalam (Mustofa Husain 

dkk., 2023) Efektivitas   merupakan tolak    ukur    untuk    memberikan    

gambaran mengenai   seberapa   jauh   target   yang   telah ditentukan  dapat  

dicapai. 

Sedangkan menurut  (Mardiasmo, 2018) efektivitas  merupakan  ukuran  

berhasil  tidaknya  pencapaian  tujuan seuatu  organisasi  menapai  tujuannya.  

Apabila  suatu  organisasi  mencapai  tujuan  maka  organisasi tersebut  telah  

berjalan  dengan  efektif.  Indikator  efektivitas  menggambarkan  jangkauan  

akibat  dan dampak  (outcome)  dari  keluaran  (output)  program  dalam  

mencapai  tujuan  program. Semakin  besar kontribusi  output  yang  dihasilkan  

terhadap  pencapaian  tujuan  atau  sasaran  yang  ditentukan, maka semakin 

efektif proses kerja suatu unit organisasi.  

Menurut Campbell J.P dalam (Lestanata & Pribadi, 2016) Pengukuran 

efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah : (1) Keberhasilan program, 

(2) Keberhasilan sasaran, (3) Kepuasan terhadap program, (4) Tingkat input dan 

output, (5) Pencapaian tujuan menyeluruh. Efektivitas program dapat dijalankan 
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dengan kemampuan operasional dalam menjalankan program-program kerja yang 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dari pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

suatu organisasi atau program dapat diukur melalui pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Hal ini mencakup berbagai indikator seperti keberhasilan program 

dalam mencapai sasaran, dampak dari hasil yang dicapai (output), serta tingkat 

kepuasan yang dirasakan oleh semua pihak terkait. Untuk dapat dikatakan efektif, 

setiap aspek mulai dari input, proses, hingga output harus berjalan sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap 

pencapaian tujuan yang diinginkan. 

2.1.2 Pendekatan Efektivitas 

Dalam teori efektivitas terdapat 3 (tiga) pendekatan utama dalam 

pengukuran efektivitas organisasi menurut James L. Price dalam (Andrew, 2022) 

yaitu:  

1. Pendekatan Sumber (Resource Approach), pendekatan ini mengukur 

efektivitas dengan memfokuskan pada kemampuan organisasi untuk 

mendapatkan dan mengelola sumber daya yang dibutuhkan, baik yang 

bersifat fisik (seperti alat atau fasilitas) maupun non-fisik (seperti 

pengetahuan atau keahlian), sesuai dengan kebutuhan operasional yang 

ada. 

2. Pendekatan Proses (Process Approach), pendekatan ini fokus pada 

evaluasi sejauh mana proses internal dalam organisasi berjalan dengan 

efektif, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, serta bagaimana 
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mekanisme yang ada mendukung kelancaran operasional dan pencapaian 

tujuan. 

3. Pendekatan Sasaran (Goals Approach), dalam pendekatan ini, efektivitas 

diukur berdasarkan pencapaian hasil yang sudah ditetapkan, yaitu dengan 

melihat sejauh mana output yang dihasilkan organisasi sesuai dengan 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

4. Pendekatan Gabungan, pendekatan ini menggabungkan ketiga pendekatan 

sebelumnya. Dalam hal ini, efektivitas diukur dengan mempertimbangkan 

tiga faktor utama yaitu: input yang digunakan, efisiensi proses 

transformasi, dan keberhasilan organisasi dalam mencapai output yang 

diinginkan. 

Sama halnya menurut Gibson dalam (Adolph, 2016)  ada dua pendekatan 

utama yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas organisasi, diantaranya: 

1. Pendekatan tujuan (the goal approach), pendekatan ini memahami 

efektivitas organisasi sebagai sejauh mana organisasi mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, efektivitas 

diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

oleh organisasi. Dengan kata lain, semakin baik organisasi dalam 

mencapai tujuan tersebut, semakin tinggi tingkat efektivitasnya. 

2. Pendekatan Teori Sistem (the system theory approach), pendekatan ini 

menekankan pentingnya organisasi untuk mampu menyesuaikan diri 

dengan tuntutan eksternal dan internal sebagai salah satu indikator 

efektivitas. Artinya, organisasi yang efektif adalah yang dapat merespon 

perubahan dan tuntutan dari lingkungannya dengan baik. Pendekatan ini 
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mengakui bahwa efektivitas bukan hanya tentang pencapaian tujuan, tetapi 

juga tentang adaptasi organisasi terhadap tuntutan sistem yang lebih luas. 

Dengan demikian, organisasi harus mempertahankan keseimbangan antara 

tujuan internal dan tuntutan lingkungan untuk dapat dikatakan efektif. 

2.1.3  Aspek Efektivitas  

Efektivitas merupakan konsep yang multidimensional, mencakup berbagai 

aspek yang memengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan. Pemahaman 

terhadap aspek-aspek efektivitas menjadi penting untuk memberikan gambaran 

yang lebih jelas tentang elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam 

pengukuran dan implementasinya. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda 

terkait aspek ini, namun secara umum aspek efektivitas dapat dilihat dari dimensi 

seperti kualitas hasil, produktivitas, efisiensi, dan tingkat kepuasan. Setiap 

dimensi ini memberikan perspektif unik yang membantu dalam menganalisis 

efektivitas pada berbagai konteks, baik dalam organisasi, program, maupun 

kegiatan lainnya.   

Adapun menurut Muasaroh dalam (Sutiono dkk., 2019) efektivitas suatu 

kegiatan atau organisasi dapat dianalisis melalui beberapa aspek yang menjadi 

indikator utama keberhasilan. Penjelasan mengenai setiap aspek adalah sebagai 

berikut: 

1. Peraturan atau Ketentuan 

Peraturan berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan kegiatan berjalan 

sesuai rencana. Tanpa adanya aturan yang jelas, arah pelaksanaan bisa 

menjadi kabur. Dengan adanya ketentuan, sebuah organisasi dapat 
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memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan standar dan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Fungsi atau Tugas 

Pelaksanaan tugas yang sesuai dengan tanggung jawab menjadi cerminan 

efektivitas individu atau organisasi. Setiap anggota harus memahami dan 

menjalankan fungsinya dengan baik agar tercipta harmoni dalam mencapai 

tujuan bersama. Ketika setiap elemen bekerja sesuai perannya, hasil yang 

diinginkan lebih mudah dicapai. 

3. Rencana atau Program 

Rencana yang matang menjadi pondasi keberhasilan. Sebuah kegiatan 

dianggap efektif jika memiliki program atau agenda yang jelas untuk 

dijalankan. Tanpa perencanaan, tujuan sering kali menjadi sulit untuk 

diwujudkan, karena tidak ada arahan yang pasti mengenai langkah yang 

harus dilakukan. 

4. Tujuan atau Kondisi Ideal 

Efektivitas juga diukur berdasarkan sejauh mana tujuan yang ditetapkan 

dapat dicapai. Kondisi ideal menjadi tolok ukur dari keberhasilan proses 

dan hasil yang diperoleh. Jika hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan 

awal, maka suatu kegiatan bisa dikatakan efektif.  

Dengan melihat keempat aspek tersebut, efektivitas dapat dinilai berdasarkan 

kesesuaian antara hasil yang dicapai (outcome) dengan tujuan atau target yang 

telah ditetapkan. Semakin besar keselarasan antara keduanya, semakin tinggi pula 

tingkat efektivitas yang diperoleh. 
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2.2 Konsep Staffing  

2.2.1 Pengertian Staffing 

Dalam mengelola sumber daya manusia, staffing adalah salah satu fungsi 

penting dalam manajemen yang bertujuan memastikan bahwa organisasi memiliki 

individu yang kompeten dan sesuai untuk mendukung pencapaian tujuannya. 

Secara umum, staffing melibatkan proses perekrutan, seleksi, penempatan, serta 

pengembangan karyawan agar mereka mampu menjalankan tanggung jawabnya 

secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan pendapat (Khairia, 2024) yang 

menyatakan bahwa keberhasilan sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan para pegawainya dalam mengelola organisasi. Setiap pegawai 

diharapkan memiliki keterampilan, pengetahuan, serta sikap kerja yang memadai, 

karena ketiga aspek ini merupakan faktor penting yang dibutuhkan sesuai dengan 

posisi yang akan diisinya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

dengan baik. Beberapa ahli telah memberikan pandangan mengenai konsep dan 

langkah-langkah dalam staffing, yang memperjelas peran pentingnya dalam 

pengelolaan organisasi. 

Manajemen staffing menurut David Evans dalam  (Saefullah, 2012)  memiliki 

ciri-ciri berikut: (1) Tugas individu yang jelas, (2) Jabatan yang jelas, (3) 

Wewenang dan tanggung jawab yang jelas, (4) Deskripsi tugas dan kegiatan yang 

jelas, di mana setiap tugas dijelaskan sesuai spesifikasinya secara terperinci bagi 

petugas masing-masing, (5) Hubungan antar unit kerja dan hubungan antar tugas 

yang jelas. 

Menurut Sinambela dalam (Sabtaji & Azizah, 2022) teori staffing adalah suatu 

proses di mana organisasi memastikan bahwa jumlah dan kemampuan karyawan 
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yang bekerja sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang harus diselesaikan pada 

waktu yang tepat, guna mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup bagaimana 

organisasi merencanakan dan memenuhi kebutuhan karyawan berdasarkan 

kualifikasi yang relevan. 

Menurut (Firmansyah, 2018) staffing merupakan suatu proses yang 

berhubungan dengan rekrutmen, seleksi, orientasi, serta penempatan karyawan 

untuk mengisi sumber daya manusia dari tingkat manajer hingga staf. Untuk 

mendapatkan SDM yang andal, organisasi perlu melakukan proses perekrutan 

yang efektif agar calon pegawai yang terpilih mampu memenuhi kebutuhan 

organisasi. 

Selain itu,  (Syafrudin, 2014) menyatakan bahwa staffing merupakan proses 

dalam manajemen yang mencakup tahapan mengidentifikasi, merekrut, melatih, 

menempatkan, dan mempertahankan sumber daya manusia dalam suatu 

organisasi. Proses ini penting karena memastikan bahwa organisasi memiliki 

karyawan yang sesuai, dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, 

guna mendukung pencapaian tujuan dan misi organisasi yang telah ditentukan.  

Menurut (Ningsih&Rizal, 2019) staffing merupakan proses yang mengontrol 

bagaimana potensi dan sumber daya manusia dimobilisasi untuk menyelesaikan 

tugas dan mencapai tujuan organisasi. Pandangan ini menekankan pentingnya 

koordinasi dan perencanaan sumber daya manusia agar organisasi dapat berjalan 

secara efektif. 

Dari berbagai pandangan tersebut, terlihat bahwa staffing tidak hanya sekadar 

mengisi posisi yang kosong, tetapi juga memastikan bahwa karyawan yang 
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ditempatkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan posisi, memiliki keterampilan 

yang diperlukan, serta mampu berkontribusi optimal dalam organisasi. 

2.2.2 Tujuan Staffing 

Tujuan staffing dalam manajemen sumber daya manusia memegang 

peranan yang sangat penting dalam memastikan organisasi dapat mencapai 

tujuannya dengan efektif. Proses staffing yang meliputi penarikan, penempatan, 

pelatihan, dan pengembangan anggota organisasi bertujuan untuk mencocokkan 

keterampilan dan kompetensi individu dengan kebutuhan pekerjaan yang ada. 

Sebagaimana diungkapkan oleh (Nurmalasari & Syah, 2019) adalah: 

1. Staffing bertujuan untuk menciptakan kerja sama yang harmonis antara 

pekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.  

2. Staffing berfokus pada penciptaan mekanisme kerja yang efisien, yang 

saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik.  

3. Staffing juga bertujuan untuk memberikan pekerja keterampilan yang 

tepat sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas mereka dengan 

kualitas terbaik.  

4. Terakhir tujuan staffing adalah untuk mendorong pekerja agar dapat 

memberikan kontribusi yang maksimal untuk keberhasilan organisasi.  

Dengan demikian, staffing berperan sangat penting dalam menciptakan 

hubungan yang harmonis antar pekerja, memastikan efisiensi dan koordinasi yang 

baik dalam mekanisme kerja, serta memberikan keterampilan yang tepat bagi 

pekerja agar dapat mencapai hasil kerja terbaik. Selain itu, staffing juga bertujuan 

untuk memaksimalkan kontribusi pekerja dalam mencapai keberhasilan organisasi 

secara keseluruhan.  
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2.2.3 Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Perencanaan sumber daya manusia (SDM) adalah proses untuk 

merencanakan kebutuhan tenaga kerja yang tepat dalam organisasi. Ini mencakup 

evaluasi dan perhitungan mengenai jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang 

dibutuhkan serta strategi untuk memastikan personel yang tepat tersedia pada 

waktu dan tempat yang sesuai. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam 

mendukung pencapaian tujuan organisasi, karena perencanaan SDM yang efektif 

memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuannya. Fungsi staffing yang merupakan bagian dari 

perencanaan SDM berkontribusi besar dalam memastikan keberhasilan jangka 

panjang organisasi dengan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat 

sesuai dengan tujuan dan visi organisasi. 

Menurut (Septiandy dkk., 2024) Perencanaan sumber daya manusia 

(SDM) melibatkan beberapa tahap penting untuk memastikan organisasi tersebut 

memiliki tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah 

langkah-langkah utama dalam perencanaan SDM: 

1. Proses Perencanaan, dimulai dengan identifikasi kebutuhan personel 

yang akan mendukung berbagai program dan kegiatan organisai. 

Langkah awal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang 

tujuan yang ingin dicapai, kebijakan yang diterapkan oleh organisasi, 

serta harapan masyarakat terhadap organisasi tersebut. Dengan 

pemahaman ini, organisasi dapat merencanakan jumlah dan jenis tenaga 

kerja yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi yang telah 

ditetapkan. 
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2. Perekrutan dan Seleksi, menjadi sangat penting dalam memastikan 

organisasi mendapatkan tenaga kerja yang tidak hanya memenuhi 

kualifikasi akademis yang dibutuhkan, tetapi juga selaras dengan nilai-

nilai dan misi organisasi. Proses seleksi yang teliti akan memastikan 

bahwa individu yang direkrut memiliki kompetensi yang sesuai, serta 

dedikasi untuk mencapai tujuan organisasi.  

3. Pengembangan Karyawan, merupakan elemen penting dalam 

perencanaan SDM. Organisasi perlu menyediakan pelatihan dan 

program pengembangan yang berkelanjutan, agar stafnya terus 

berkembang mengikuti perkembangan dunia dan tuntutan profesi. 

Pengembangan mencakup pengembangan keterampilan interpersonal 

dan kepemimpinan. 

Adapun menurut (Pujiarti dkk., 2022) Pelatihan yang efektif dirancang 

untuk mencapai berbagai tujuan penting, termasuk (1) Meningkatkan 

kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas mereka, (2) Memastikan 

keterampilan karyawan tetap relevan dengan perkembangan teknologi, (3) 

Membantu menyelesaikan permasalahan operasional di tempat kerja, (4) 

Mempersiapkan karyawan untuk promosi atau tanggung jawab yang lebih 

besar, (5) Mengenalkan mereka pada budaya kerja serta tujuan organisasi, 

(6) Memenuhi kebutuhan karyawan untuk pengembangan diri, (7) 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerja, (8) Mencapai standar 

kinerja yang telah ditetapkan, (9) Membangun sikap positif, loyalitas, dan 

kerjasama di antara karyawan, (10) mendukung kebutuhan perencanaan 

SDM, (11) Mengurangi risiko kecelakaan kerja, dan (12) Mendukung 
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pertumbuhan pribadi karyawan untuk menghadapi tantangan yang lebih 

besar di masa depan. 

4. Evaluasi Kinerja merupakan bagian yang tidak kalah penting dalam 

perencanaan SDM. Melalui evaluasi berkala, organisasi dapat menilai 

keberhasilan dan tantangan dalam pengelolaan SDM. Proses ini 

memungkinkan organisasi untuk melakukan penyesuaian yang 

diperlukan, baik dalam hal pengembangan karyawan maupun dalam 

meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Evaluasi yang 

tepat dapat menjadi alat untuk memastikan bahwa organisasi tetap 

berjalan sesuai dengan tujuannya dan mampu beradaptasi dengan 

perubahan yang ada. 

Dengan adanya penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

sumber daya manusia (SDM) merupakan proses strategis yang mencakup 

identifikasi kebutuhan tenaga kerja, perekrutan, pengembangan karyawan, hingga 

evaluasi kinerja untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang 

kompeten sesuai kebutuhan dan tujuan. Fungsi staffing berperan penting dalam 

mewujudkan hal ini dengan memastikan individu yang tepat ditempatkan pada 

posisi yang sesuai. Melalui pelatihan yang efektif, organisasi dapat meningkatkan 

kinerja karyawan, mengatasi tantangan operasional, serta mendukung 

pertumbuhan pribadi karyawan. Evaluasi berkala juga menjadi alat untuk menilai 

keberhasilan perencanaan SDM, sehingga organisasi dapat terus beradaptasi dan 

berkembang seiring perubahan lingkungan. 
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2.3 Konsep Transformasi Pelayanan Digital  

2.3.1 Pengertian Transformasi Pelayanan Digital 

Konsep digital governance dalam pemerintahan mengacu pada pendekatan 

yang menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pelaksanaan 

layanan publik. Pendekatan ini bertujuan memperbarui interaksi antara 

pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan administrasi publik yang lebih 

efisien, transparan, dan responsif.  

Menurut beberapa para ahli, menyatakan bahwa governance digital 

merupakan suatu proses yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bisnis, di 

mana perusahaan merespons perubahan lingkungan dengan memanfaatkan 

teknologi digital. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah cara organisasi 

menciptakan nilai, dengan menyesuaikan budaya, sumber daya manusia, struktur 

organisasi, serta perincian pekerjaan yang lebih terarah. (Erwin dkk., 2023 dalam 

Nastia, 2024). 

Menurut Twizeyimana&Andersson, 2019 dalam (Taryana dkk., 2023) 

Digital Governance memiliki ciri utama yaitu pemanfaatan teknologi informasi 

dalam operasi kebijakan sektor publik, yang ditujukan untuk meningkatkan 

layanan bagi masyarakat dan pengguna lainnya, baik individu maupun organisasi. 

Dalam hal ini, teknologi informasi menjadi alat utama untuk memperbaiki 

kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat. 

Menurut Algazo dalam (Taryana dkk., 2023) Digital Governance 

merupakan kerangka kerja yang merangkai tanggung jawab, peran, dan otoritas 

pengambilan keputusan dalam organisasi melalui media digital, termasuk 

pengelolaan situs web dan internet. Kerangka ini menegaskan pentingnya struktur 
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dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan digital untuk mencapai 

efisiensi dan efektivitas. 

Lebih lanjut, menurut Choi&Chandler dalam (Algazo, 2021) Digital 

Governance atau E-Government melibatkan proses interaksi antara pemerintah, 

masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya melalui sarana elektronik. 

Ini bertujuan untuk mempermudah dan meningkatkan tata kelola dalam bidang 

politik, pemerintahan, maupun bisnis, sehingga penggunaan media digital tidak 

hanya memperbaiki penyelenggaraan layanan publik, tetapi juga memperluas 

keterlibatan berbagai pihak dalam proses pemerintahan. 

Sedangkan menurut Welchman dalam (Taryana dkk., 2023) Digital 

Governance merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk menetapkan 

tanggung jawab, peran, dan otoritas dalam pengambilan keputusan untuk 

kehadiran digital suatu organisasi, yang mencakup berbagai platform seperti situs 

web, aplikasi seluler, saluran sosial, dan produk serta layanan lainnya yang 

terhubung dengan internet. Konsep digital governance bertujuan untuk 

menciptakan tata kelola yang lebih baik dalam proses transformasi pelayanan 

publik. Hal ini juga bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul 

seiring dengan perkembangan teknologi digital, terutama dalam organisasi publik. 

Namun, ada kendala terkait keterlibatan banyak pihak yang belum sepenuhnya 

terakomodasi, sehingga perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai siapa yang 

memiliki kewenangan dan kontribusi dalam pengambilan keputusan. 

Welchman juga menambahkan bahwa dalam digital governance, terdapat 

tiga hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:  
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1. Digital Strategy, yang mengacu pada cara organisasi memanfaatkan 

kemampuan internet dan web untuk mencapai tujuan, yang mencakup 

prinsip-prinsip panduan serta sasaran kinerja yang ingin dicapai.  

2. Digital Policy, yang merujuk pada kebijakan yang mendasari 

pengelolaan pelayanan yang dilakukan secara online.  

3. Digital Standard, yang meliputi standar-standar yang digunakan untuk 

memastikan kualitas dan efektivitas dari layanan digital. Seperti 

kedalaman informasi, strategi yang diterapkan, dan rincian teknis yang 

berhubungan dengan informasi yang disajikan. 

Dengan adanya berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

digital governance adalah kerangka kerja yang memanfaatkan teknologi informasi 

untuk meningkatkan kualitas tata kelola dalam organisasi, baik di sektor publik 

maupun swasta. Konsep ini menekankan pentingnya strategi digital, kebijakan, 

dan standar dalam mengelola platform digital untuk menciptakan efisiensi, 

efektivitas, serta keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan 

keputusan.  Dalam konteks pemerintahan, digital governance sering menjadi 

dasar penerapan e-government, yang secara khusus bertujuan meningkatkan 

kualitas layanan publik dan interaksi antara pemerintah, masyarakat, serta 

pemangku kepentingan lainnya melalui media elektronik.  
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Tabel 2. 1 Pebedaan Governance dan Government 

Poin 

Pembeda 
Government Governance 

Pengertian 

Badan atau lembaga yang 

menjalankan kegiatan 

pemerintahan. 

Kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah yang membentuk pola 

hubungan antara negara, masyarakat, 

dan ranah privat atau swasta. 

Sifat 

Hubungan 

Hierarkis: Aktor yang 

memerintah berada di atas, 

sedangkan warga negara yang 

diperintah berada di bawah. 

Heterarkis: Terdapat kesetaraan 

kedudukan dan hanya berbeda dalam 

fungsi. 

Komponen 

yang Terlibat 

Hanya ada satu subjek yaitu 

institut pemerintahan. 

Ada tiga komponen yang terlibat: 

1. Sektor publik 

2. Sektor swasta 

3. Sektor masyarakat 

Pemegang 

Peran 

Dominan 

Sektor pemerintahan. 
Semua memegang peran sesuai 

dengan fungsinya masing-masing. 

Efek yang 

Diharapkan 
Kepatuhan warga negara. Partisipasi warga negara. 

Hasil Akhir 

Pencapaian tujuan negara 

melalui kepatuhan warga 

negara. 

Pencapaian tujuan negara dan tujuan 

masyarakat melalui partisipasi 

sebagai warga negara maupun warga 

masyarakat. 
Sumber : (https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/03000071/perbedaan-government-dan-

governance) (Isabela, 2022)  

E-government pada dasarnya mengacu pada penerapan teknologi dalam tata 

kelola pemerintahan. Dengan memanfaatkan teknologi, e-government bertujuan 

untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif, mempermudah 

interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan 

yang diberikan kepada masyarakat. (Septiani dkk., 2022). 

Menurut (Pertiwi, A. Dema, 2021) E-Government merupakan bentuk aplikasi 

administrasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mendukung pengelolaan administrasi publik. Dengan pendekatan ini, pemerintah 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang cepat dan data 

yang akurat. Penerapan e-government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, 
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transparansi, akuntabilitas, serta produktivitas dalam operasional organisasi 

pemerintahan.  

Menurut Lee dalam (Tasyah dkk., 2021) E-Government merupakan penerapan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja fungsi dan 

layanan pemerintah, yang sebelumnya dilakukan secara tradisional dengan 

menggunakan sistem manual seperti dokumen kertas dan proses berbasis manual 

lainnya. Dengan e-government, pemerintah berupaya mentransformasi proses 

administrasi dan pelayanannya menjadi lebih modern, efisien, dan responsif, 

sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan 

pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk 

mengurangi ketergantungan pada metode konvensional, meningkatkan akurasi 

data, dan mempercepat pengambilan keputusan serta layanan publik. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa digital governance adalah 

kerangka tata kelola yang dirancang untuk menciptakan kolaborasi lintas sektor, 

memanfaatkan teknologi digital dalam pengambilan keputusan, dan melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan secara setara. Sementara itu, e-government lebih 

fokus pada transformasi administrasi pemerintahan melalui teknologi informasi 

untuk meningkatkan layanan publik dan interaksi pemerintah dengan masyarakat. 

Kedua konsep ini saling terkait, tetapi memiliki pendekatan berbeda, digital 

governance bertumpu pada strategi dan tata kelola berbasis teknologi di semua 

sektor, sedangkan e-government mengaplikasikan teknologi untuk mendukung 

fungsi pemerintahan secara langsung. Aspek yang membedakan keduanya adalah 

cakupan dan peran yang dimainkan oleh teknologi digital, di mana digital 
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governance memiliki lingkup lebih luas melibatkan berbagai aktor, sedangkan e-

government lebih spesifik pada efisiensi operasional pemerintah. 

2.3.2 Bentuk Pelayanan Digital 

Dalam era digital, penerapan electronic government telah menjadi kebutuhan 

mendesak untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. 

Implementasi e-government tidak hanya bertujuan memanfaatkan teknologi untuk 

mempercepat proses administrasi, tetapi juga menciptakan interaksi yang lebih 

transparan dan partisipatif. Untuk menjawab kebutuhan berbagai pihak, konsep e-

government dirancang dengan beberapa bentuk layanan yang disesuaikan dengan 

lingkup dan tujuan penggunaannya.  

E-Government mencakup berbagai tingkatan dan lingkup dalam masyarakat, 

memungkinkan dampak implementasinya dirasakan oleh semua pihak yang 

berhubungan dengan pemerintahan. Implementasi ini terbagi menjadi beberapa 

bentuk sesuai dengan fokus interaksinya, sebagaimana dijelaskan oleh Kusnadi 

dalam (Lestari, P., Tasya, 2021): 

1. G2C (Government to Citizens) 

Merupakan layanan digital pemerintah yang ditujukan langsung kepada 

warga negara. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses layanan 

publik, seperti pembuatan KTP elektronik, pembayaran pajak, atau 

pengajuan bantuan sosial. 

2. G2B (Government to Business) 

Ditujukan kepada sektor bisnis, jenis ini bertujuan untuk memfasilitasi dan 

mendukung dunia usaha, seperti dalam pengurusan izin usaha, tender 
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elektronik, atau pelaporan pajak perusahaan, sehingga aktivitas ekonomi 

dapat berjalan lancar. 

3. G2G (Government to Government) 

Jenis ini digunakan untuk menghubungkan komunikasi dan koordinasi 

antarinstansi pemerintah, baik di tingkat nasional maupun antarnegara. 

Contohnya adalah sistem data terpadu untuk pengelolaan kebijakan 

bersama. 

Sama halnya dengan pendapat Indrajid dalam (Arief&Yuardani, 2018) konsep 

electronic government terbagi menjadi empat jenis utama yang menggambarkan 

pola interaksi berbasis teknologi antara pemerintah dengan berbagai pihak. Jenis-

jenis tersebut meliputi:  government to government (G2G), government to 

business (G2B), government to citizen (G2C), serta government to employees 

(G2E). Keempat bentuk ini dirancang untuk mendukung transformasi digital 

dalam pelayanan publik serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam 

berbagai hubungan pemerintah dengan pihak internal maupun eksternal. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa e-government merupakan 

bentuk transformasi digital dalam administrasi pemerintahan yang bertujuan 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Konsep ini mencakup 

berbagai pola interaksi, seperti G2C (hubungan pemerintah dengan warga negara), 

G2B (hubungan pemerintah dengan sektor bisnis), G2G (koordinasi antarinstansi 

pemerintah), hingga G2E (interaksi pemerintah dengan pegawai). Dengan 

berbagai bentuk layanan ini, implementasi e-government memungkinkan seluruh 

lapisan masyarakat dan sektor terkait merasakan manfaat dari teknologi dalam 

pelayanan publik serta mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif. 



27 

 

 
 

Fungsi staffing di Bea Cukai Belawan sudah berjalan, dalam penerapannya 

Bea Cukai Belawan dapat menerapkan satu kerangka teori yang dikuatkan oleh 

(Ningsih&rizal, 2019) melalui konsep Mobiliasasi Potensi SDM, Pengelolaan 

SDM dan Pencapaian Tujuan Organisasi. Dalam penerapan transformasi 

pelayanan digital di Bea Cukai Belawan perlu melakukan transformasi dengan 

penguatan konsep Digital Strategy, Digital Policy dan Digital Standard. Oleh 

sebab itu, dinamika trasnformasi pelayanan publik di Kantor Bea Cukai Bealawan 

dapat diimplementasikan melalaui ke dua konsep tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis 

penelitian yang digunakan biasanya merajuk pada serangkaian langkah sistematis 

dan prosedur yang digunakan untuk merancang, mengumpulkan data, 

menganalisis dan menginterpretasi informasi dalam suatu penelitian. Pemahaman 

ini akan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai penelitian yang 

dilakukan serta mengungkap makna esensial dari jenis penelitian tersebut, 

sehingga memudahkan dalam proses analisis data selanjutnya.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis 

kualitatif. (Izharsyah, 2022) mengemukakan pendekatan deskriptif dengan analisis 

kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara 

menggambarkan keadaan sekitar objek penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta 

yang ada di lapangan. Menurut (Shandy & Amrizal, 2020) analisis kualitatif 

adalah proses mengolah data dengan menyaring informasi dari berbagai peristiwa, 

kemudian mengaitkan dan menyusunnya dalam bentuk tabel atau pola tertentu. 

Teknik ini memanfaatkan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan 

dan studi lapangan. Dengan demikian, analisis kualitatif berfokus pada 

kemampuan peneliti dalam menghubungkan data, fakta, serta informasi yang 

diperoleh selama penelitian berlangsung. 

Penelitian ini meneliti pada kondisi obyek yang alamiah yakni obyek yang 

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti 

tidak mempengaruhi dinamika pada obyek yang diteliti. Penelitian ini akan 
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menggambarkan Bagaimana Efektivitas Fungsi Staffing Dalam Transformasi 

Pelayanan Digital Di Kantor Bea Cukai Belawan Kota Medan berdasarkan fakta-

fakta yang ada.  

Penelitian ini dipilih karena sifatnya yang menyeluruh, mencakup 

pengamatan, bersifat dinamis, dan memungkinkan pengukuran terhadap fenomena 

yang dapat diulang sehingga hasilnya berpotensi untuk diteliti kembali oleh 

peneliti lain, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan terhadap 

temuan penelitian. Pendekatan deskriptif ini juga sesuai untuk memahami dan 

menggambarkan secara rinci efektivitas fungsi staffing dalam konteks 

transformasi pelayanan digital di Kantor Bea Cukai Belawan Kota Medan, di 

mana setiap aspek dari fungsi staffing perlu dianalisis berdasarkan fakta dan 

kondisi nyata untuk memberikan gambaran yang akurat tentang dampaknya 

terhadap kualitas pelayanan digital yang sedang dikembangkan. 

 3.2 Kerangka Konsep 

Kerangka konseptual atau kerangka konsep adalah alur pemikiran yang 

bertujuan untuk menguraikan keterkaitan antara satu konsep dengan konsep 

lainnya. Fungsinya adalah untuk memberikan ilustrasi atau gambaran berupa 

asumsi mengenai hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. (Ahmad 

Hafidah, Makkasau, 2023). 
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Fungsi Staffing  

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Definisi Konsep 

1. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau hasil 

yang diharapkan dengan cara yang paling sesuai. Ini mencerminkan sejauh 

mana suatu upaya memberikan hasil yang optimal sesuai rencana atau 

Transformasi Pelayanan 

Digital 

UU No.20 Tahun 2023 Tentang ASN 

1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 

2. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 

3. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

tantangan yang selalu berubah. 

4. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. 

5. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 

Indikator Staffing menurut 

(Ningsih&Rizal, 2019) yaitu:  

1. Mobilisasi Potensi SDM. 

2. Pengelolaan SDM. 

3. Pencapaian Tujuan 

Organisasi. 

Indikator Transformasi 

Pelayanan Digital 

menurut Welcham dalam 

(Taryana dkk., 2023) 

yaitu:  

1. Digital Strategy. 

2. Digital Policy. 

3. Digital Standard. 

Efektivitas Fungsi Staffing Dalam Transformasi 

Pelayanan Digital di Kantor Bea Cukai Belawan 

Kota Medan. 
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harapan dengan memanfaatkan strategi dan langkah yang tepat untuk 

menghasilkan dampak yang relevan terhadap pencapaian tujuan. 

2. Fungsi Staffing adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk memastikan 

bahwa organisasi memiliki orang-orang yang tepat untuk pekerjaan yang 

tepat, yang dimana meliputi proses merencanakan, merekrut, melatih, dan 

menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan 

pekerjaan yang ada. Dengan staffing yang efektif, organisasi bisa bekerja 

lebih efisien dan mencapai tujuannya dengan lebih baik. 

3. Transformasi adalah perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki atau 

meningkatkan suatu sistem atau cara kerja agar lebih efisien dan sesuai 

dengan kebutuhan atau tantangan yang ada. Tujuannya adalah untuk 

menciptakan hasil yang lebih baik dan lebih sesuai dengan perkembangan 

zaman. 

4. Pelayanan adalah kegiatan yang diperuntukan untuk memberikan bantuan 

atau jasa kepada orang lain guna memenuhi kebutuhan atau keinginan 

mereka. 

5. Digital adalah segala hal yang melibatkan penggunaan teknologi 

elektronik untuk menyimpan, mengolah, atau mengirim informasi yang 

memudahkan proses komunikasi dan akses informasi secara cepat dan 

efisien. 

6. Transformasi Pelayanan Digital adalah perubahan cara memberikan 

layanan dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti internet dan 

aplikasi dengan tujuan untuk membuat proses lebih cepat, efisien, mudah 

diakses, dan lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. 
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3.4 Kategorisasi Penelitian 

Dalam penelitian ini melihat fungsi staffing melalui penjabaran 

ketegorisasi penelitian. Adapun kategorisasi penelitian ini didasari oleh pendapat 

(Ningsih&rizal, 2019) diantaranya:  

1. Mobiliasasi Potensi Sumber Daya Manusia 

Mengelola dan mengarahkan sumber daya manusia agar mampu 

menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan kompetensi dan 

kebutuhan organisasi, dengan memaksimalkan potensi yang ada. 

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

Mengontrol penempatan tenaga kerja secara tepat untuk mendukung 

kelancaran operasional dan meningkatkan efisiensi dalam mencapai 

tujuan organisasi. 

3. Pencapaian Tujuan Organisasi 

Memastikan setiap pegawai berkontribusi secara maksimal dengan 

memanfaatkan keterampilan dan tanggung jawab mereka, sehingga 

organisasi dapat mencapai target dan visi yang telah ditetapkan. 

Adapun dalam penelitian ini melihat transformasi pelayanan digital 

melalui penjabaran kategorisasi penelitian. Kategorisasi penelitian juga didasari 

oleh pendapat dalam Welchman dalam (Taryana dkk., 2023) diantaranya: 

1. Digital Strategy 

Dalam hal ini adalah proses cara organisasi menggunakan internet dan 

teknologi digital lainnya untuk mencapai tujuan mereka. Ini seperti peta yang 

memberi arah pada organisasi tentang bagaimana teknologi bisa digunakan 

untuk mempermudah pekerjaan dan membuat proses lebih efisien. Dengan 
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adanya strategi yang jelas, semua orang dalam organisasi tahu apa yang harus 

dilakukan dengan teknologi yang tersedia. 

2. Digital Policy 

Kebijakan digital berkaitan dengan aturan dan pedoman yang ditetapkan 

untuk mengelola penggunaan teknologi dalam pelayanan publik atau 

organisasi. Kebijakan ini memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan 

secara digital, seperti pengelolaan data atau layanan online, mengikuti 

prosedur yang benar dan aman agar menjaga setiap transaksi atau interaksi 

berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah, baik untuk organisasi 

maupun untuk masyarakat yang dilayani. 

3. Digital Standard 

Standar digital adalah pedoman yang digunakan untuk memastikan bahwa 

layanan digital yang diberikan oleh organisasi berkualitas dan efektif. Dengan 

adanya standar ini, organisasi memastikan bahwa setiap layanan digital yang 

mereka tawarkan dapat dipercaya dan memberikan manfaat maksimal bagi 

pengguna. 

3.5 Informan atau Narasumber 

Peneliti memiliki peran sebagai instrument pengumpulan data. Pada tahap 

ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono  dalam 

(Ani dkk., 2021) Purposive Sampling adalah metode pemilihan sampel 

berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang sudah ditentukan oleh 

peneliti. Dalam teknik ini, sampel dipilih secara sengaja dengan tujuan agar sesuai 

dengan karakteristik atau kebutuhan penelitian yang spesifik. 
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Pemilihan informan didasarkan pada individu yang memiliki informasi 

relevan dan mendalam mengenai fokus penelitian yang sedang dilakukan terkait 

dengan topik penelitian. Adapun informan dari penelitian ini adalah: 

1. Pelaksana Penyuluhan dan Layanan Informasi yaitu Bapak Rinaldi, 

informan ini dipilih karena bertugas menyampaikan regulasi kepabeanan 

dan cukai kepada masyarakat dan pengguna jasa. Dengan pemanfaatan 

sistem digital seperti CEISA, informan berperan dalam memastikan 

informasi tersampaikan dengan efektif serta meningkatkan kepatuhan dan 

transparansi dalam layanan kepabeanan. 

2. Pelaksana Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen yaitu Ibu 

Fadhilatul Hasanah, informan ini dipilih karena berperan dalam pelayanan 

dan administrasi di Bea Cukai, khususnya dalam penerapan sistem digital 

seperti CEISA yang kini terintegrasi secara digital untuk meningkatkan 

efisiensi dan transparansi operasional. 

3. Pengguna Jasa Bea Cukai Ibu Aisyah dan Ibu Dita dari PT. Binanga Utama 

yang dimana merupakan perusahaan aktif yang berurusan dengan proses 

ekspor-impor dan memanfaatkan sistem CEISA untuk pengajuan dan 

pelaporan kepabeanan. 

Adapun deskripsi narasumber untuk mendukung perolehan data dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

  Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan hanya menjadi 

dua, yaitu narasumber berjenis kelamin laki-laki dan berjenis perempuan. Pada 

tabel berikut disajikan frekuensi untuk masing-masing kategori: 
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Tabel 3. 1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi 

1. Laki-Laki 1 

2. Perempuan 3 

 Jumlah  4 

Sumber : Data Wawancara Tahun 2025 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber dalam 

penelitian ini adalah berjenis perempuan dengan frekuensi sebanyak 3 orang, 

begitu halnya dengan frekuensi laki – laki sebanyak 1 orang. 

2. Distribusi Narasumber Berdasarkan Usia 

 Berdasarkan usia, narasumber dikelompokan menjadi 3 kelompok usia 

yaitu narasumber dengan usia 25 – 29 Tahun, usia 30 – 39 tahun, dan usia 40 – 49 

tahun. Pada tabel dibawah ini disajikan frekuensi untuk masing-masing kategori 

usia. 

Tabel 3. 2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Usia 

No Usia Frekuensi 

1. 25 – 29 Tahun  1 

2. 30 – 39 Tahun 1 

3. 40 – 49 Tahun 2 

 Jumlah  4 

Sumber : Data Wawancara Tahun 2025 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber 

berusia 40 – 49 tahun dengan frekuensi 2 orang dan yang lainnya dengan usia 25 

– 29 tahun dengan frekuensi 1 orang, 30 – 39 tahun dengan frekuensi 1 orang. 

3. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan 

 Berdasarkan pekerjaan, narasumber dikelompokan menjadi 2 kelompok 

pekerjaan yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Swasta (Pengguna Jasa). 
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Pada tabel dibawah ini akan disajikan frekuensi untuk masing-masing kategori 

berdasarkan pekerjaan. 

Tabel 3. 3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan 

No Jenis Pekerjaan Frekuensi 

1. Pegawai Negeri Sipil 2 

2. Karyawan Swasta (Pengguna Jasa) 2 

 Jumlah  4 

Sumber : Data Wawancara 2025 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa narasumber dengan pekerjaan 

sebagai  Pegawai Negeri Sipil sebanyak 2 orang dan Karyawan Swasta (Pengguna 

Jasa) 2 orang. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

 Dalam suatu penelitian, mengumpulkan data merupakan hal yang sangat 

penting. Untuk memperoleh keterangan serta data dari narasumber, maka peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan pengumpulan data yang dikumpulkan langsung dari 

sumber pertama atau subjek penelitian untuk tujuan tertentu. Ini berbeda dengan 

data sekunder, yang merupakan informasi yang telah dikumpulkan oleh orang atau 

organisasi lain untuk keperluan lain dan kemudian digunakan kembali untuk 

penelitian atau analisis baru. Pengumpulan data primer melibatkan interaksi 

langsung dengan objek atau subjek penelitian seperti wawancara.  

a. Wawancara  

Wawancara ialah suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan 

dengan cara berbicara langsung antara peneliti dan responden. Tujuannya untuk 
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menggali informasi lebih dalam dan mendapatkan perspektif atau pemahaman 

yang lebih jelas mengenai topik yang diteliti.  

Dalam proses ini peneliti menggunakan metode in-depth interview, 

menurut (Sutopo dalam Safutra, 2021) wawancara mendalam (In-depth Interview) 

adalah metode pengumpulan informasi dalam penelitian yang dilakukan melalui 

interaksi tanya jawab antara pewawancara dan responden secara langsung. Proses 

ini bisa dilakukan dengan atau tanpa pedoman wawancara, di mana pewawancara 

dan informan biasanya terlibat dalam hubungan sosial yang cukup lama, 

memungkinkan terjadinya pembahasan yang lebih mendalam dan terbuka. 

Pertanyaan terbuka untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, yang 

kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan insight atau temuan yang relevan 

dengan tujuan penelitian. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder mengacu pada pengumpulan dan analisis informasi yang 

diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada seperti dokumen tertulis, grafik, 

atau data elektronik. Metode pengumpulan data sekunder antara lain: 

a. Studi literatur, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai buku, artikel 

ilmiah, dan sumber relevan lainnya yang dapat membantu dalam 

memahami isu yang sedang diteliti. 

b. Studi dokumen, yaitu mengambil data dari dokumen atau arsip yang ada di 

lembaga terkait, yang relevan dengan topik atau permasalahan penelitian. 
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3.7 Teknik Analisis Data  

Analisis data yang dikemukakan oleh (Wahju & Emanuel, 2009) Analisis 

data merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana 

menggambarkan data, hubungan data, semantik data dan batasan data yang ada 

pada suatu sistem informasi. 

Analisis data mencakup kegiatan dengan data, mengorganisasikannya, 

memilih, dan mengaturnya ke dalam unit-unit, mengsintesiskannya, mencari pola-

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang akan dipaparkan kepada orang lain sebagai pembaca laporan penelitian. 

Adapun tekniknik analisis data yang penulis ambil yaitu: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data ialah proses penyederhanaan data dengan cara 

merangkum, memilih informasi yang penting, dan memfokuskan pada hal-hal 

yang relevan. Dalam tahap ini, peneliti mencari pola dan tema utama dari data 

yang ada. Dengan cara ini, data yang sudah disaring akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, mempermudah pengumpulan data berikutnya, dan memudahkan 

pencarian data yang diperlukan. 

2. Penyajian Data 

Data yang disusun dari hasil reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian 

data. Penyajian data berfungsi untuk menyusun informasi secara terstruktur, yang 

memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Penyajian data 

dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, diagram, atau visualisasi 

lainnya yang dirancang untuk mempermudah pemahaman dan analisis. Sehingga 

data yang diperoleh dapat memperoleh pemahaman yang lebih. 
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3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif ialah penarikan simpulan, 

yaitu tahap di mana peneliti mengidentifikasi pola, tema, atau hubungan yang 

muncul dari data yang telah dianalisis. Simpulan ini merupakan pemahaman yang 

lebih mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti, yang didasarkan pada 

data yang telah disusun dan disajikan sebelumnya. Penarikan simpulan juga 

mencakup pengujian apakah hasil analisis dapat diterima atau memerlukan 

pengecekan lebih lanjut. 

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor 

Pelayanan Dan Pengawasan Bea Cukai Belawan Kota Medan, Sumatera Utara.  

Gambar 3. 2 Lokasi Kantor Bea Cukai Belawan Kota Medan. 

 Dengan perkiraan waktu penelitian yang dilakukan pada bulan November 

2024 sampai dengan bulan April 2025.  

3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian 

a. Informasi Kantor Bea Cukai Belawan Kota Medan 

  Belawan merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia yang 

terletak di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelabuhan ini juga menjadi pelabuhan 
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utama di Selat Malaka yang berperan penting dalam aktivitas perdagangan 

internasional, khususnya ekspor dan impor. Dengan luas mencapai sekitar 785 

hektar, Pelabuhan Belawan memiliki fasilitas modern yang mendukung 

kelancaran arus barang dan menjadi salah satu pusat logistik utama di 

Indonesia. 

  Sebagai bagian dari ekosistem kepabeanan di pelabuhan ini, Kantor Bea 

Cukai Belawan berperan dalam mengawasi serta mengatur lalu lintas barang 

yang keluar dan masuk. Bea Cukai Belawan secara aktif mendukung fungsi 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai fasilitator perdagangan dan 

pendukung industri dalam negeri dengan memberikan berbagai kemudahan 

kepabeanan guna meningkatkan daya saing industri nasional. Selain itu, Bea 

Cukai Belawan berperan sebagai pengumpul penerimaan negara di sektor 

kepabeanan, yang hasilnya digunakan untuk mendukung pembangunan serta 

pertumbuhan ekonomi nasional. 

b. Visi dan Misi Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) dan Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean 

Belawan 
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Tabel 3. 4 Visi Misi Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) 

Visi Misi 

Menjadi Institusi Kapabeanan 

dan Cukai Terkemuka Di 

Seluruh Dunia. 

Memfasilitasi perdagangan dan industri. 

 Melindungi perbatasan dan masyarakat 

indonesia dari rawannya penyeludupan dan 

perdagangan illegal. 

 

 

Mengoptimalkan penerimaan negara 

dibidang kapabeanan dan cukai. 

Sumber : (https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-lebih dekat-direktorat-

jenderal-bea-dan-cukai-bd58287f/detail/) (Corporate, 2023) 

Tabel 3. 5 Visi Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) 

Tipe Madya Pebean Belawan 

Visi Misi  

Menjadi Kantor Modern Yang 

Terpercaya dan Terkemuka. 

Memberikan layanan kapabeanan 

dengan hati dan teknologi. 

 Memfasilitasi industri dan 

perdagangan dengan berbasis 

kemitraan. 

 Melakukan pengawasan yang efektif 

dengan dukungan teknologi 

informasi. 

 Mengoptimalkan penerimanaan 

negara disektor kapabeanan. 

 Mengambangkan potensi dan 

kompetensi pegawai. 

Sumber : (https://bcbelawan.net/?page_id=1154) (Bea, 2024) 
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Gambaran struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai 

(KPPBC) Tipe Madya Pebean Belawan dapat dilihat dalam bagan struktur 

organisasi seperti pada bagan berikut ini:  

Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Bea Cukai Belawan Kota Medan 

 

Sumber : (Bea, 2024) 

  



43 

 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Pada bab ini, penulis menyajikan hasil penelitian yang diperoleh 

dilapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara 

wawancara kepada narasumber yang memiliki wewenang dalam memberikan 

informasi yang akurat. Data yang diperoleh kemudian disimpulkan untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu “Bagaimana Efektivitas Fungsi 

Staffing Dalam Transformasi Pelayanan Digital Di Kantor Bea Cukai Belawan 

Kota Medan?”.  

 Penyajian data dilakukan berdasarkan kategorisasi yang telah ditentukan, 

yaitu  Fungsi Staffing dianalisis melalui tiga indikator yaitu Mobilisasi Potensi 

SDM, Pengelolaan SDM, dan Pencapaian Tujuan Organisasi. Sementara itu, 

Transformasi Pelayanan Digital dikaji berdasarkan Strategy Digital, Standard 

Digital, dan Digital Policy. 

4.1.1 Mobiliasasi Potensi SDM 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 12 Maret 

2025 Pukul 10.30 WIB yang dilakukan dengan Bapak Rinaldi selaku Pelaksana 

Penyuluhan dan Layanan Informasi, beliau menyatakan bahwa:  

“Dalam hal mobilisasi potensi SDM, Kantor Bea Cukai Belawan 

memastikan setiap pegawai ditempatkan sesuai dengan keahliannya 

untuk mendukung pelayanan digital seperti CEISA. Hal ini 

dilakukan melalui koordinasi dengan Bagian Umum yang 

bertanggung jawab atas kepegawaian dan memastikan kebutuhan 

organisasi terpenuhi. Setiap pegawai ditempatkan berdasarkan 

keahlian dan kompetensinya, serta diberikan pelatihan atau diklat 

untuk meningkatkan keterampilan mereka. Saat ini, Bea Cukai 
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Belawan secara aktif meningkatkan kompetensi pegawai melalui 

program seperti P2KP yang diadakan setiap bulan. Selain itu sejak 

pandemi Covid, metode pelatihan telah mengalami perubahan 

dengan mengadopsi sistem hybrid, yaitu tatap muka langsung dan 

melalui zoom. Dengan adanya pelatihan ini, proses penempatan 

pegawai menjadi lebih optimal, sehingga pelayanan digital dapat 

berjalan lebih efektif. Untuk memastikan bahwa sistem CEISA dapat 

mendukung peningkatan peran potensi pegawai di Kantor Bea Cukai 

Belawan, dilakukan berbagai strategi. Sistem CEISA sendiri 

merupakan bagian dari transformasi pelayanan digital yang 

mempermudah pekerjaan pegawai karena prosesnya lebih otomatis. 

Oleh karena itu, pegawai harus mampu mengikuti perkembangan 

sistem ini dengan baik. Dalam rangka mendukung peningkatan 

keterampilan pegawai dalam mengoperasikan CEISA, Bea Cukai 

Belawan secara rutin mengadakan pelatihan melalui P2KP setiap 

bulan, serta menyediakan opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) agar 

pegawai dapat mengikuti pelatihan tanpa harus hadir secara fisik. 

Dengan sistem ini, pegawai dapat bekerja lebih efektif dalam 

menjalankan tugasnya, memahami cara kerja sistem digital dengan 

lebih baik, serta lebih siap menghadapi tantangan dalam pelayanan 

digital.” 

 Pandangan ini turut diperkuat oleh Ibu Aisyah, selaku pengguna jasa dari 

PT. Binanga Utama, dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 11 

April 2025 pukul 11.00 WIB. Beliau menyatakan bahwa: 

“Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor Bea Cukai 

Belawan telah menunjukkan kinerja yang optimal dalam mendukung 

pelayanan digital. Hal tersebut tercermin dari tanggung jawab yang 

ditunjukkan oleh para pegawai dalam memberikan informasi secara 

detail dan jelas ketika pengguna jasa menghadapi permasalahan 

tertentu. Selain itu, sikap disiplin juga menjadi nilai positif yang 

dirasakan langsung oleh pengguna jasa, di mana pegawai tetap 

memberikan pelayanan secara konsisten selama jam operasional 

berlangsung. Dari sisi kualitas interaksi, pegawai Bea Cukai 

Belawan dinilai mampu mengayomi pengguna jasa dengan baik, 

sehingga terbangun hubungan kerja yang harmonis dan produktif 

antara instansi dan stakeholder.” 

Selanjutnya Bapak Rinaldi selaku Pelaksana Penyuluhan dan Layanan 

Informasi, beliau juga menyatakan bahwa: 

“Selain itu, semisal dalam menghadapi kendala yang masih ada 

dalam implementasi sistem CEISA, Kantor Bea Cukai Belawan 

melakukan mobilisasi potensi SDM secara strategis untuk mengatasi 

kendala teknis maupun non-teknis yang muncul selama penerapan 
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sistem digital tersebut. Menurut beliau, kendala dalam sistem CEISA 

memang ada, tetapi terus dilakukan pembaruan dan perbaikan oleh 

kantor pusat sebagai pihak yang memimpin pengelolaan sistem ini. 

Seiring waktu, kendala dalam sistem CEISA semakin berkurang dan 

saat ini sudah dalam kondisi yang lebih stabil. Selanjutnya, dalam 

menangani kendala teknis yang dialami pegawai atau pengguna jasa, 

Bea Cukai menerapkan mekanisme pelaporan mandiri. Jika 

pengguna jasa mengalami kendala dalam pengurusan dokumen 

impor atau ekspor, mereka tidak perlu datang langsung ke kantor 

Bea Cukai Belawan. Sebagai gantinya, mereka dapat melaporkan 

kendala tersebut melalui CEISA Care, yang menyediakan fitur 

pelaporan mandiri. Laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti 

oleh pihak terkait untuk memastikan bahwa pelayanan tetap berjalan 

dengan baik. Dengan adanya sistem ini, proses pelayanan digital 

menjadi lebih responsif dan efisien, serta dapat meningkatkan 

kualitas layanan Bea Cukai secara keseluruhan.” 

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Aisyah, selaku pengguna jasa dari 

PT. Binanga Utama, beliau menyatakan bahwa: 

“Berdasarkan pengalamannya, beberapa kendala yang umum terjadi 

antara lain adalah kesulitan saat proses login serta masalah 

autentikasi data yang tidak terbaca dengan sempurna oleh sistem. 

Dalam menghadapi kendala tersebut, pengguna jasa dapat 

melakukan pelaporan melalui dua jalur, yaitu secara langsung kepada 

petugas Bea Cukai atau melalui mekanisme pelaporan mandiri yang 

tersedia dalam sistem CEISA. Beliau menjelaskan bahwa dalam 

kondisi mendesak, pelaporan secara langsung dapat dilakukan 

melalui komunikasi via telepon atau dengan mendatangi kantor Bea 

Cukai sesuai domisili, dalam hal ini Kantor Bea Cukai Belawan. 

Namun, apabila pengguna menghadapi kendala yang tidak dapat 

diselesaikan secara mandiri melalui website, sistem CEISA juga 

menyediakan fitur pelaporan digital seperti call center, email resmi, 

serta layanan CEISA Care. Meskipun demikian, respon melalui 

email cenderung memerlukan waktu karena tingginya volume 

pengaduan yang masuk. Oleh karena itu, komunikasi langsung 

dengan petugas Bea Cukai seringkali menjadi solusi yang lebih cepat 

dan efektif, karena pihak kantor umumnya akan segera 

menindaklanjuti kendala yang disampaikan oleh pengguna jasa. 

Berdasarkan beberapa pernyataan Narasumber diatas, khususnya 

Mobilisasi Potensi Sumber Daya Manusia yang dimana merupakan mengelola dan 

mengarahkan sumber daya manusia agar mampu menyelesaikan tugas yang 

diberikan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi, dengan 
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memaksimalkan potensi yang ada. Dapat disimpulkan bahwa mobilisasi potensi 

sumber daya manusia di Kantor Bea Cukai Belawan telah berjalan dengan cukup 

baik dalam mendukung implementasi transformasi pelayanan digital melalui 

sistem CEISA. Penempatan pegawai yang berbasis kompetensi serta dukungan 

pelatihan yang berkelanjutan mencerminkan upaya institusi dalam memastikan 

kesiapan internal menghadapi digitalisasi. Meskipun secara umum pelaksanaan 

sudah berjalan efektif, namun masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam 

aspek penanganan kendala teknis yang bersifat mendesak dan peningkatan 

efisiensi dalam sistem pelaporan digital. Untuk itu, penguatan mekanisme 

dukungan teknis, peningkatan kapasitas respon layanan digital, serta 

pengembangan sistem pelaporan berbasis teknologi lanjutan menjadi saran yang 

dapat dipertimbangkan guna mencapai pelayanan yang lebih optimal dan 

berkelanjutan. 

4.1.2 Pengelolaan SDM 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 12 Maret 

2025 Pukul 10.30 WIB dengan Bapak Rinaldi selaku Pelaksana Penyuluhan dan 

Layanan Informasi, beliau menjelaskan bahwa: 

“Pengelolaan SDM di Kantor Bea Cukai Belawan memiliki sistem 

yang terstruktur guna meningkatkan kompetensi pegawai dalam 

menunjang pelayanan digital. Sebagai langkah utama dalam 

pengembangan potensi SDM, Bea Cukai Belawan secara rutin 

mengadakan berbagai pelatihan. Selain itu, terdapat sistem kontrak 

kinerja yang mewajibkan pegawai untuk mengembangkan 

kualifikasi mereka. Kontrak kinerja ini berisi target pencapaian 

individu, termasuk kewajiban mengikuti pelatihan, baik yang sesuai 

dengan tugas pokok maupun yang berada di luar bidang mereka. Hal 

ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas pegawai dalam 

menangani berbagai aspek pekerjaan di kantor. Selanjutnya beliau 

mejelaskan bahwa selain pelatihan, Bea Cukai Belawan juga 

menerapkan sistem rotasi atau rolling pegawai. Rotasi ini dilakukan 
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dalam rentang waktu satu bulan hingga satu tahun sekali, sehingga 

pegawai dapat menguasai lebih dari satu bidang pekerjaan. Dengan 

adanya sistem ini, pegawai tidak hanya memahami tugas yang 

sedang mereka lakukan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan peran 

lain jika terjadi perpindahan posisi. Hal ini mencegah terjadinya 

stuck pelayanan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan saat 

terjadi perubahan struktur organisasi.” 

Pandangan ini turut diperkuat oleh Ibu Aisyah, selaku pengguna jasa dari 

PT. Binanga Utama, dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 11 

April 2025 pukul 11.00 WIB. Beliau menyatakan bahwa: 

“Kinerja petugas Bea Cukai Belawan secara umum sudah cukup baik 

dan mampu mengayomi pengguna jasa dalam menghadapi 

perubahan sistem pelayanan sesuai dengan kemampuannya. Sebelum 

transisi sistem dilakukan, pihak Bea Cukai telah mengadakan 

sosialisasi yang memberikan penjelasan secara rinci mengenai 

perubahan dari sistem manual ke sistem digital. Sosialisasi ini dinilai 

sangat membantu pengguna jasa dalam memahami mekanisme baru 

yang diterapkan, sehingga proses transisi berjalan lebih lancar dan 

tidak menimbulkan kebingungan yang cukup parah.”  

 Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rinaldi 

selaku Pelaksana Penyuluhan dan Layanan Informasi, beliau menambahkan 

penjelasan bahwa: 

“Sistem yang diterapkan di Bea Cukai Belawan berdampak besar 

terhadap efisiensi pelayanan kepada pengguna jasa. Dengan adanya 

pelatihan dan rotasi kerja, pegawai lebih siap dalam menghadapi 

tantangan dalam sistem digital yang terus berkembang. Mereka juga 

lebih cepat dalam menyelesaikan kendala teknis yang muncul, 

sehingga pelayanan digital dapat berjalan secara optimal dan sesuai 

dengan kebutuhan stakeholder. 

Pandangan ini sejalan dengan penjelasan Ibu Aisyah selaku pengguna jasa 

dari PT. Binanga Utama, beliau menyatakan bahwa: 

“Adapun beberapa hal lain yang menurutnya penting untuk 

diperhatikan dalam pengelolaan pelayanan digital di Bea Cukai 

Belawan tidak hanya terkait pelayanan digital. Beliau juga 

memberikan masukan terkait kebutuhan kehadiran petugas piket di 

luar jam kerja. Hal ini disebabkan oleh kondisi operasional di 

lapangan yang tidak selalu dapat diprediksi, seperti kedatangan kapal 

yang terjadi di luar jam operasional kantor. Dalam situasi tersebut, 

keberadaan petugas piket dinilai penting agar pengguna jasa tetap 
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dapat memperoleh layanan atau pendampingan saat terjadi kendala. 

Meskipun secara langsung beliau belum pernah mengalami kendala 

teknis yang signifikan selama menggunakan sistem digital, namun ia 

menekankan pentingnya kesiapsiagaan pegawai untuk tetap 

memberikan layanan di luar jam kerja apabila dibutuhkan.” 

Berdasarkan beberapa pernyataan narasumber di atas, khususnya 

Pengelolaan Sumber Daya Manuisa yang dimana merupakan mengontrol 

penempatan tenaga kerja secara tepat untuk mendukung kelancaran operasional 

dan meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi. Dapat disimpulkan 

bahwa Kantor Bea Cukai Belawan telah menerapkan pengelolaan sumber daya 

manusia yang sistematis guna memastikan efisiensi operasional dan peningkatan 

kualitas pelayanan digital. Penempatan pegawai dilakukan secara terencana 

melalui kontrak kinerja, pelatihan rutin, serta rotasi jabatan untuk memperluas 

kapasitas dan fleksibilitas kerja pegawai. Strategi ini tidak hanya mendukung 

keberlangsungan sistem CEISA, tetapi juga meningkatkan kesiapan pegawai 

dalam merespons perubahan sistem dan kebutuhan lapangan. Meskipun secara 

umum pengelolaan SDM sudah berjalan optimal, masukan terkait pentingnya 

kehadiran petugas di luar jam kerja menjadi catatan penting dalam pengembangan 

pelayanan yang lebih adaptif terhadap operasional di lapangan. 

4.1.3 Pencapaian Tujuan Organisasi 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 12 Maret 

2025 Pukul 10.30 WIB dengan Bapak Rinaldi selaku Pelaksana Penyuluhan dan 

Layanan Informasi, beliau menyatakan bahwa: 

“Fungsi staffing di Kantor Bea Cukai Belawan memiliki peran 

penting dalam memastikan pencapaian tujuan organisasi melalui 

transformasi digital yang diterapkan dalam sistem CEISA. Sejak 

tahun 2000-an, Bea Cukai telah beralih dari sistem manual ke sistem 

digital yang terus berkembang hingga saat ini dengan CEISA 4.0. 

Sistem ini berbasis web, memungkinkan pengguna jasa untuk 
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mengakses layanan dari mana saja tanpa perlu menggunakan aplikasi 

khusus. Sebelumnya, proses pengajuan dokumen impor atau ekspor 

memerlukan instalasi aplikasi tertentu pada perangkat yang sudah 

terdaftar. Dengan adanya CEISA 4.0, proses tersebut menjadi lebih 

fleksibel, cukup melalui portal yang tersedia, sehingga dapat diakses 

melalui komputer atau perangkat seluler tanpa kendala. Selanjutnya 

beliau juga menjelaskan bahwa implementasi sistem CEISA di 

Kantor Bea Cukai Belawan telah membawa banyak pencapaian 

dalam peningkatan pelayanan. Percepatan proses menjadi salah satu 

dampak utama, di mana pengajuan dokumen yang sebelumnya 

membutuhkan waktu lama kini dapat diselesaikan dalam hitungan 

menit. Bahkan, hingga tahap persetujuan pengeluaran barang dapat 

dilakukan dalam waktu kurang dari satu hari. Dengan sistem ini, 

berbagai keterbatasan yang sebelumnya ada dapat berkurang, 

sehingga mendukung efisiensi kerja serta pencapaian tujuan 

organisasi dalam jangka panjang. 

Gambar 4. 1 Web-Based CEISA 4.0 

 

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Aisyah selaku pengguna jasa dari PT. 

Binanga Utama. Dalam wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 April 2025 

pukul 11.00 WIB, beliau menyatakan bahwa: 

“Pelayanan melalui sistem digital seperti CEISA pada dasarnya 

memang jauh lebih efisien dibandingkan dengan sistem manual yang 

sebelumnya digunakan. Menurut beliau, proses menjadi lebih cepat 

dan waktu yang dibutuhkan untuk pengajuan dokumen dapat 

terpangkas secara signifikan. Namun demikian, ia juga mengakui 

bahwa sistem digital tetap memiliki kekurangan, terutama ketika 

terjadi gangguan atau error pada sistem. Dalam kondisi tersebut, 

proses justru dapat terhambat karena kesalahan harus ditelusuri 

terlebih dahulu hingga ditemukan sumber masalahnya. Hal ini 

berbeda dengan sistem manual, di mana meskipun memerlukan lebih 



50 

 

 
 

banyak tenaga dan waktu karena harus dilakukan secara langsung, 

kemungkinan kendala teknis seperti error sistem hampir tidak 

terjadi.” 

 Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rinaldi Selaku 

Pelaksana Penyuluhan dan Layanan Informasi, beliau menyatakan bahwa: 

“Implementasi CEISA 4.0 memberikan kemudahan bagi stakeholder 

dalam mengakses layanan. Kantor Bea Cukai Belawan dapat 

dikatakan  cukup jauh dari pusat kota seperti Medan, kini tidak lagi 

menjadi kendala bagi pengguna jasa yang berada di berbagai 

wilayah, seperti Jakarta, Surabaya, atau Semarang. Dengan sistem 

berbasis web, mereka dapat mengajukan dokumen tanpa harus 

datang langsung ke kantor Bea Cukai, sehingga lebih praktis dan 

efisien. terkait dengan kesiapan pengguna jasa dalam beradaptasi 

terhadap sistem digital ini, sosialisasi telah dilakukan secara nasional 

karena CEISA digunakan di seluruh kantor Bea Cukai di Indonesia. 

Oleh karena itu, tidak seharusnya ada kendala dalam pemahaman 

pengguna jasa terhadap sistem ini, karena penerapannya telah 

dilakukan secara luas dengan standar yang sama di berbagai 

wilayah.” 

Pandangan ini turut diperkuat dengan penjelasan Ibu Aisyah selaku 

pengguna jasa dari PT. Binanga Utama, beliau menyatakan bahwa: 

“Sistem digital yang diterapkan saat ini dinilai lebih transparan 

dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya. Melalui CEISA 

4.0, status dokumen dapat dipantau secara real-time meskipun 

pengguna jasa berada di lokasi yang jauh dari kantor Bea Cukai. 

Informasi mengenai sejauh mana proses dokumen telah berjalan 

serta status persetujuan dapat diakses dengan mudah melalui sistem, 

sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kejelasan layanan. Namun 

demikian, beliau juga menyampaikan bahwa kecepatan akses sistem 

tidak selalu konsisten. Terkadang, web CEISA 4.0 dapat diakses 

dengan cepat, namun di waktu lain proses membuka halaman 

tersebut terasa cukup lama. Tetapi beliau menduga bahwa kondisi ini 

bisa saja dipengaruhi oleh faktor teknis atau mungkin memang 

sistemnya, seperti kestabilan jaringan internet yang digunakan oleh 

pengguna jasa.” 

Berdasarkan beberapa pernyataan dengan narasumber diatas, khususnya 

Pencapaian Tujuan Organisasi yang dimana merupakan memastikan setiap 

pegawai berkontribusi secara maksimal dengan memanfaatkan keterampilan dan 

tanggung jawab mereka, sehingga organisasi dapat mencapai targer dan visi yang 



51 

 

 
 

telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem digital CEISA 4.0 di 

Kantor Bea Cukai Belawan berhasil mendukung pencapaian tujuan organisasi. 

Sistem ini meningkatkan efisiensi operasional dengan mempercepat proses 

pengajuan dokumen impor atau ekspor dan mempermudah akses layanan bagi 

pengguna jasa di berbagai daerah. Meskipun ada beberapa kendala teknis terkait 

kecepatan akses, secara keseluruhan, implementasi CEISA 4.0 telah mempercepat 

layanan, meningkatkan transparansi, dan mempermudah pemantauan status 

dokumen, yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang Bea Cukai 

Belawan. 

4.1.4 Digital Strategy 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 12 Maret 

2025 Pukul 12.00 WIB dengan Ibu Fadhilatul Hasanah selaku Pelaksana 

Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen, diperoleh informasi mengenai 

strategy digital yang diterapkan di Kantor Bea Cukai Belawan beliau menyatakan 

bahwa: 

“CEISA 4.0 merupakan sistem nasional yang dikembangkan secara 

bertahap sejak tahun 2020 dan telah menjadi mandatori untuk 

seluruh proses bisnis di Kantor Bea Cukai Belawan pada tahun 2024. 

Tidak ada strategy digital khusus, implementasi sistem ini mengikuti 

aturan teknis yang berlaku, seperti dalam pengeluaran barang impor 

yang mengacu pada PER-22/BC/2024. Dalam penerapannya, sistem 

ini dibuat berdasarkan aturan teknis yang ada, sehingga setiap proses 

dalam CEISA 4.0, seperti pengajuan dokumen impor, pembayaran 

pajak, penjaluran, hingga pengeluaran barang, sudah sesuai dengan 

regulasi yang berlaku. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam 

pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi 

terutama dalam proses penyesuaian dengan sistem baru. Mengingat 

CEISA 4.0 merupakan rebranding dari sistem sebelumnya, 

diperlukan strategi penerapan yang dilakukan secara bertahap untuk 

memastikan stabilitas dan efisiensi layanan. Oleh karena itu, 

mandatori implementasi sistem ini dilakukan secara bertahap, 

dimulai dari ekspor, kemudian setelah sistem ekspor lebih stabil, 
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baru beralih ke impor, lalu ke manifest, dan seterusnya. Pendekatan 

ini diterapkan mengingat keterbatasan sumber daya manusia, 

sehingga setiap tahap dapat berjalan dengan optimal sebelum 

melanjutkan ke proses berikutnya. 

Pandangan ini turut diperkuat oleh Ibu Dita, selaku pengguna jasa dari PT. 

Binanga Utama, dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 11 April 

2025 pukul 12.30 WIB. Beliau menyatakan bahwa: 

“Penggunaan sistem CEISA memberikan pengalaman pelayanan 

yang jauh lebih terstruktur dibandingkan dengan metode manual. 

Melalui sistem ini, informasi mengenai status dokumen menjadi 

lebih terbuka dan mudah dipantau. Beliau menilai bahwa akses 

terhadap proses pengajuan menjadi lebih ringkas karena pengguna 

jasa tidak lagi bergantung pada informasi manual dari petugas, 

melainkan dapat melihat perkembangan langsung melalui sistem 

yang tersedia. Meski begitu, menurut Bu Dita, efektivitas sistem 

digital ini belum sepenuhnya stabil. Dalam beberapa kesempatan, 

beliau mengalami waktu tunggu yang tidak menentu saat mengakses 

CEISA. Kadang sistem dapat dibuka dengan cepat, namun di waktu 

lain justru memerlukan waktu lama. Ia mengaitkan hal ini dengan 

kemungkinan gangguan jaringan atau performa sistem yang belum 

seragam.” 

 Kemudian Ibu Fadhilatul Hasanah selaku Pelaksana Pengolahan Data dan 

Administrasi Dokumen, juga menjelaskan bahwa: 

“Untuk Strategy digital sendiri di Bea Cukai Belawan mengikuti 

kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan secara nasional yang 

dimana sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan 

kualitas pelayanan, di mana seluruh proses bisnis seperti impor, 

ekspor, dan manifest dapat dilakukan secara lebih cepat dan 

transparan. Pengguna jasa tidak lagi harus datang langsung ke 

kantor, melainkan dapat mengakses sistem dari mana saja, sehingga 

memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen dan 

mempercepat proses pelayanan. Dengan adanya transformasi digital 

ini, efisiensi waktu dan kemudahan layanan menjadi lebih optimal, 

sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder.” 

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Dita Selaku Pengguna Jasa PT. 

Binanga Utama, beliau mengatakan bahwa:  

"Penggunaan sistem CEISA memberikan pengalaman pelayanan 

yang lebih terstruktur dan transparan dibandingkan dengan metode 

sebelumnya. Melalui sistem ini, informasi mengenai status dokumen 
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menjadi lebih terbuka dan mudah dipantau. Beliau merasa proses 

pengajuan menjadi lebih ringkas karena tidak lagi bergantung pada 

informasi manual dari petugas, melainkan bisa melihat 

perkembangan langsung melalui sistem yang tersedia. Meskipun 

demikian, masih mengalami beberapa kendala terkait dengan 

kecepatan akses sistem. Terkadang bisa mengaksesnya dengan cepat, 

tetapi di waktu lain, masih mengalami waktu tunggu yang tidak 

menentu. Hal ini bisa disebabkan oleh gangguan jaringan atau 

performa sistem yang belum sepenuhnya stabil. Secara keseluruhan, 

beliau merasa sistem ini sudah memberikan banyak kemudahan, 

terutama dalam hal transparansi dan aksesibilitas dokumen yang 

lebih mudah. Dengan adanya sistem ini, kami dapat mengurus 

dokumen tanpa perlu datang langsung ke kantor Bea Cukai, yang 

tentunya menghemat waktu dan mempercepat proses pelayanan. 

Namun, untuk memastikan sistem ini bisa lebih efektif, beliau 

berharap perbaikan pada performa dan stabilitas sistem dapat 

dilakukan agar pengguna jasa seperti kami dapat lebih optimal 

memanfaatkannya." 

Berdasarkan beberapa pernyataan narasumber diatas, khususnya Digital 

Strategy yang dimana merupakan proses cara organisasi menggunakan internet 

dan teknologi digital lainnya untuk mencapai tujuan mereka. Ini seperti peta yang 

memberi arah pada organisasi tentang bagaimana teknologi bisa digunakan untuk 

mempermudah pekerjaan dan membuat proses lebih efisien. Dengan adanya 

strategi yang jelas, semua orang dalam organisasi tahu apa yang harus dilakukan 

dengan teknologi yang tersedia. Dapat disimpulkan bahwa digital strategy yang 

diterapkan di Kantor Bea Cukai Belawan melalui sistem CEISA 4.0 sudah 

berjalan dengan baik dan mendukung efisiensi serta transparansi pelayanan. 

Meskipun demikian, implementasi sistem ini masih menghadapi beberapa 

kendala, terutama terkait dengan kestabilan dan kecepatan akses. Sistem ini sudah 

memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen dan mempercepat proses 

pelayanan, namun masih perlu perbaikan pada performa dan stabilitas sistem agar 

dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. 
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4.1.5 Digital Policy 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 12 Maret 

2025, Pukul 12.00 WIB dengan Ibu Fadhilatul Hasanah selaku Pelaksana 

Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen, beliau menyatakan bahwa:  

“Penerapan kebijakan digital dalam sistem CEISA sebenarnya tidak 

diatur dalam kebijakan khusus, melainkan lebih kepada inovasi yang 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan kemudahan 

bagi pengguna jasa. Digitalisasi ini juga menjadi bagian dari 

program pemerintah seperti National Logistic Ecosystem (NLE), 

yang berfokus pada penyederhanaan proses logistik nasional. 

Dengan adanya CEISA, proses yang sebelumnya dilakukan secara 

manual kini lebih terstruktur, mengurangi intervensi SDM dalam 

berbagai aspek pelayanan, terutama pada proses impor dan ekspor. 

Selanjutnya kebijakan digital yang diterapkan di Kantor Bea Cukai 

Belawan juga lebih banyak menyesuaikan dengan aturan teknis yang 

sudah ada. CEISA sendiri sudah digunakan sejak tahun 2008 dan 

terus mengalami pembaruan hingga saat ini dalam versi CEISA 4.0. 

Setiap perubahan atau pembaruan dalam regulasi yang berkaitan 

dengan perdagangan internasional, seperti aturan mengenai impor, 

ekspor, dan pemeriksaan barang, akan diikuti dengan penyesuaian 

dalam sistem CEISA. Dengan demikian, pengembangan teknologi 

dalam CEISA tidak hanya berorientasi pada inovasi, tetapi juga 

sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku dan terus 

berkembang.” 

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Dita Selaku Pengguna Jasa PT. 

Binganga Utama, beliau menyatakan bahwa: 

“Sistem CEISA sudah cukup mudah digunakan, terutama dalam hal 

transparansi dan kemudahan akses terhadap dokumen. Namun, 

terkadang ada kebijakan atau pembaruan regulasi yang perlu 

disesuaikan, yang bisa mempengaruhi kelancaran penggunaan 

sistem. Proses adaptasi terhadap perubahan-perubahan ini memang 

memerlukan waktu dan perhatian ekstra, terutama terkait dengan 

pemahaman aturan teknis yang terus berkembang. Meskipun 

demikian, sistem ini tetap memberikan efisiensi yang lebih besar 

dibandingkan metode manual, asalkan pembaruan kebijakan dan 

regulasi bisa dijalankan dengan komunikasi yang jelas dan tepat 

waktu agar kami bisa mengikutinya dengan lebih mudah. Namun 

beliau juga merasa terbantu dengan adanya sosialiasi yang sering 

dilakukan oleh Bea Cukai Belawan. Sosialisasi tersebut membantu 

untuk lebih memahami perubahan-perubahan dalam sistem dan 

kebijakan yang diterapkan, sehingga memudahkan kami dalam 
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melakukan penyesuaian. Hal ini sangat membantu dalam menjaga 

kelancaran proses dan mengurangi kebingungannya saat terjadi 

perubahan atau pembaruan dalam regulasi dan sistem yang ada.” 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fadhilatul Hasanah 

selaku Pelaksana Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen, beliau juga 

menjelaskan bahwa: 

“Dalam hal penggunaan teknologi dan pengelolaan data, sistem 

CEISA dirancang untuk memastikan keamanan dan efisiensi dalam 

pelayanan. Setiap proses bisnis, baik dalam impor maupun ekspor, 

mengikuti regulasi yang berlaku. Misalnya, dalam proses impor 

terdapat aturan terkait pembuatan PIB, pemeriksaan dokumen, 

preferensi tarif, serta pemeriksaan barang. Hal yang sama berlaku 

dalam ekspor, di mana terdapat ketentuan mengenai pembuatan dan 

pemeriksaan dokumen ekspor. Selain itu, CEISA juga harus terus 

menyesuaikan dengan regulasi dari instansi lain yang berkaitan 

dengan perdagangan internasional, seperti Kementerian 

Perdagangan. Dengan sistem yang dinamis dan selalu diperbarui, 

CEISA dapat memastikan layanan yang lebih efisien, transparan, dan 

aman bagi seluruh stakeholder yang terlibat.” 

Pandangan ini turut diperkuat oleh Ibu Dita, selaku pengguna jasa dari PT. 

Binanga Utama, beliau menyatakan bahwa: 

“Dalam praktiknya, beliau merasa bahwa aturan-aturan yang 

diterapkan dalam transformasi pelayanan digital, khususnya terkait 

proses pemberkasan dan pendokumentasian, secara umum sudah 

cukup membantu dan memberikan kemudahan. Proses seperti 

pembuatan dan pengajuan dokumen impor atau ekspor bisa 

dilakukan secara elektronik, sehingga menghemat waktu dan 

mengurangi ketergantungan pada proses manual. Namun, tidak bisa 

dipungkiri bahwa dalam beberapa kondisi, terutama saat terjadi 

pembaruan sistem ada fase transisi yang menantang. Misalnya, kami 

perlu menyesuaikan format dokumen atau alur proses baru yang 

terkadang belum sepenuhnya familiar bagi tim operasional kami. 

Meski begitu, hal tersebut masih bisa diatasi karena Bea Cukai 

Belawan cukup aktif melakukan sosialisasi dan memberikan 

panduan teknis, baik melalui media digital maupun pertemuan 

langsung dengan para pengguna jasa. Ini sangat membantu kami 

dalam memahami setiap perubahan, sehingga tidak sampai 

menghambat proses pelayanan.” 

Berdasarkan beberapa pernyataan narasumber diatas, khususnya Digital 

Policy yang dimana merupakan kebijakan digital berkaitan dengan aturan dan 
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pedoman yang ditetapkan untuk mengelola pengunaan teknologi dalam pelayanan 

publik atau organisasi. Dapat disimpulkan bahwa Digital Policy melalui sistem 

CEISA di Kantor Bea Cukai Belawan sudah berjalan dengan baik namun belum 

sepenuhnya optimal. Meskipun sistem ini mendukung efisiensi dan transparansi, 

masih terdapat tantangan dalam penyesuaian terhadap pembaruan regulasi dan 

sistem yang memerlukan waktu adaptasi. Fase transisi ini, meskipun didukung 

dengan sosialisasi, masih mempengaruhi kelancaran operasional dan penggunaan 

sistem, sehingga belum mencapai tingkat optimal yang diharapkan. 

4.1.6 Digital Standard 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 12 Maret 

2025 Pukul 12.00 WIB dengan Ibu Fadhilatul Hasanah selaku Pelaksana 

Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen, diperoleh informasi mengenai 

digital standard yang diterapkan di Kantor Bea Cukai Belawan, beliau 

menyatakan bahwa: 

“Dalam menjalankan sistem CEISA, terdapat berbagai aturan dan 

pedoman digital yang harus diikuti agar sistem dapat berjalan dengan 

lancar dan sesuai standar. Setiap proses bisnis memiliki regulasi 

yang berbeda-beda. Misalnya, dalam impor terdapat peraturan terkait 

pembuatan PIB, pemeriksaan dokumen, dan pemeriksaan barang. 

Untuk ekspor, ada juga regulasi terkait pembuatan dokumen ekspor 

dan pemeriksaan dokumen sebelum barang dikirim. Intinya, setiap 

aturan yang berlaku dalam perdagangan internasional akan 

diintegrasikan ke dalam sistem CEISA agar layanan dapat berjalan 

sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, beliau menyatakan 

bahwa digital standard yang diterapkan dalam CEISA membantu 

memperbaiki berbagai proses yang sebelumnya dilakukan secara 

manual. Salah satu contohnya adalah dalam proses pengajuan 

dokumen impor dan ekspor. Dulu, proses ini membutuhkan lebih 

banyak keterlibatan SDM, dan stakeholder harus datang langsung ke 

kantor Bea Cukai untuk melakukan pendaftaran. Dengan CEISA 4.0, 

proses tersebut kini bisa dilakukan secara online, mengurangi 

birokrasi yang berbelit dan mempercepat layanan. Bahkan, beberapa 

tahapan seperti penentuan jalur pemeriksaan barang (hijau atau 

merah) kini dapat diproses secara otomatis oleh sistem.” 
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Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Dita selaku Pengguna Jasa dari PT. 

Binangan Utama, beliau menyatakan bahwa: 

“Pelayanan menggunakan sistem digital seperti CEISA ini sudah 

cukup sesuai dengan standar yang saya harapkan, terutama dalam hal 

keamanan dan kejelasan informasi. Untuk aspek keamanan, beliau 

merasa sistem ini sudah baik dan cukup dapat diandalkan. 

Sedangkan dari sisi kecepatan, memang ada kalanya akses sistem 

terasa lambat, terutama saat login kadang bisa cepat, kadang agak 

sulit diakses. Jadi memang belum sepenuhnya konsisten dalam hal 

kecepatan. Namun, dari segi kejelasan informasi, beliau merasa 

sangat terbantu. Informasi yang tersedia dalam sistem cukup jelas 

dan mudah diakses. Di dalam web CEISA, biasanya terdapat 

informasi yang berjalan atau update terkait peraturan terbaru, 

sehingga para pengguna jasa bisa langsung mengetahui jika ada 

perubahan atau kebijakan baru yang perlu dipahami. Terkait dengan 

standar pelayanan dalam proses CEISA, saya juga menilai bahwa 

sistem ini sudah memberikan kejelasan yang efektif mengenai status 

pengajuan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, status 

dokumen dan pengajuan dapat dengan mudah dipantau mulai dari 

tahap awal hingga selesai. Semua informasi mengenai posisi dan 

perkembangan dokumen sudah terangkum dengan jelas dalam 

sistem.” 

 Kemudian, Ibu Fadhilatul Hasanah selaku Pelaksana Pengolahan Data dan 

Administrasi, beliau juga menjelaskan bahwa:  

“Salah satu bukti konkret dari penerapan standar digital dalam 

CEISA adalah kemampuannya dalam memberikan transparansi dan 

kemudahan akses bagi pengguna jasa. Sistem ini memungkinkan 

pengguna jasa untuk melakukan tracking status dokumen secara 

real-time. Jika sebelumnya komunikasi terkait status dokumen harus 

dilakukan melalui dua aplikasi yang berbeda, kini semua informasi 

sudah terintegrasi dalam satu sistem berbasis web. Pengguna jasa 

dan pegawai memiliki akses ke sistem yang sama, hanya berbeda 

dari segi aksesnya. Jika ada update dalam dokumen atau proses, 

pengguna jasa bisa langsung melihat perubahan tersebut tanpa harus 

menunggu informasi dari pihak Bea Cukai. Selain itu, karena sistem 

ini berbasis web, stakeholder dapat mengaksesnya dari berbagai 

perangkat dan lokasi tanpa harus bergantung pada satu komputer 

tertentu. Hal ini membuat proses lebih cepat, mudah, dan transparan 

bagi semua pihak yang terlibat.” 

Selanjutnya, Ibu Dita selaku pengguna jasa dari PT. Binanga Utama juga 

menyampaikan pandangannya terkait potensi kendala dalam penggunaan sistem 

CEISA. Beliau menyatakan bahwa: 
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“Pernah mengalami kendala, yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha) 

tidak terbaca dalam sistem CEISA. Namun, permasalahan tersebut 

segera ditindaklanjuti setelah laporan disampaikan kepada pihak 

terkait. Berdasarkan pengalamannya tersebut, beliau menilai bahwa 

meskipun terdapat gangguan teknis kecil, sistem CEISA tetap 

menunjukkan efektivitas dalam pelayanannya. Proses penanganan 

keluhan dinilai cepat dan responsif, sehingga tidak menimbulkan 

hambatan yang berarti dalam kegiatan operasional perusahaan.” 

Berdasarkan beberapa pernyataan nerasumber diatas, khususnya Digital 

Standard yang dimana merupakan pedoman yang digunakan untuk memastikan 

bahwa layanan digital yang diberikan oleh organisasi berkualitas dan efektif bagi 

pengguna. Dapat disimpulkan bahwa penerapan digital standard melalui sistem 

CEISA di Kantor Bea Cukai Belawan sejauh ini sudah berjalan dengan baik, 

meskipun belum sepenuhnya optimal. Sistem ini sudah mendukung efisiensi dan 

transparansi, namun masih terdapat kendala dalam penyesuaian terhadap 

pembaruan regulasi dan beberapa masalah teknis, seperti NIB yang tidak terbaca 

dan kecepatan akses yang tidak konsisten. Meskipun demikian, sistem ini sudah 

menunjukkan kemajuan yang signifikan dan masih terus diperbaiki agar lebih 

stabil dan efektif. 

4.1.7 Informasi Implementasi Sistem CEISA  

 Sistem CEISA (Customs Excise Information System and Automation) di 

Kantor Bea Cukai Belawan Kota Medan telah diimplementasikan sebagai bagian 

dari transformasi pelayanan digital dalam kepabeanan dan cukai. Pertama kali 

sistem digital Bea Cukai dimulai dari CFRS (Customs Fast Release System) 

selanjutnya mengalami beberapa tahap pengembangan. Berdasarkan berita yang 

dilansir pada (02/11/22) dari bcbelawan.net (Bea, 2022), CEISA pertama kali 

diterapkan pada 2012 lalu dikembangkan pada tahun 2018 yaitu CEISA 4.0 sistem 

ini mulai diperbarui untuk meningkatkan otomatisasi layanan ekspor dan impor. 
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Pada 2020 Bea Cukai mulai mengembangkan CEISA 4.0 dengan webform guna 

meningkatkan kecepatan dan transparansi layanan.  

 Dalam perkembangannya, CEISA mendukung integrasi layanan antara 

pemerintah (G2G) bisnis ke pemerintah (B2G), serta bisnis ke bisnis (B2B). 

Inovasi ini memungkinkan otomatisasi kepabeanan yang lebih efisien dengan 

mengurangi intervensi manual. Bea Cukai Belawan terus mengoptimalkan sistem 

ini untuk mempermudah akses layanan, mempercepat proses kepabeanan, dan 

mengatasi kendala teknis yang menghambat arus barang di pelabuhan.   

 Selain melakukan evaluasi dan pengembangan sistem, Bea Cukai Belawan 

juga gencar melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa untuk memastikan 

pemahaman yang optimal terhadap CEISA 4.0. Untuk mendukung implementasi 

ini, Bea Cukai Belawan mengadakan kegiatan "BELAJAR" (Bea Cukai Belawan 

Jelaskan Aturan). Berdasarkan berita yang dilansir pada (16/11/23)  

beacukai.go.id  (Bea, 2023) menyatakan bahwa kegiatan "BELAJAR" (Bea Cukai 

Belawan Jelaskan Aturan) digelar untuk meningkatkan pemahaman pengguna jasa 

terkait ekspor, impor, dan implementasi CEISA 4.0. Acara ini menghadirkan tim 

teknis Bea Cukai yang menjelaskan perubahan dalam CEISA 4.0, termasuk fitur-

fitur baru yang meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan. Kegiatan ini 

melibatkan eksportir dan pengguna jasa untuk meningkatkan pemahaman 

prosedur kepabeanan serta efektivitas sistem baru. Selain pemaparan materi, sesi 

diskusi diadakan untuk menampung pertanyaan, terutama terkait layanan ekspor, 

pembetulan data PEB, serta implementasi SINSW Analyzing Point generasi 2. 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Bea Cukai dalam 

memastikan CEISA 4.0 berjalan optimal dan bermanfaat bagi pengguna jasa. 
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Gambar 4. 2 Kegiatan  BELAJAR (Bea Cukai Belawan Jelaskan Aturan) 

  

Sumber : (https://www.beacukai.go.id/berita/tingkatkan-pengetahuan-pengguna-jasa-bea-cukai-

belawan-gelar-kelas-belajar.html)  (Bea, 2023)  

 Selain itu, Bea Cukai Belawan juga melakukan pendekatan langsung 

melalui CVC (Customs Visit Customer) seperti yang dilakukan pada (26/01/24) di 

PT. Surya Agung Sejahtera (Bea, 2024) kunjungan ini bertujuan untuk 

memberikan pendampingan teknis serta memastikan kelancaran implementasi 

CEISA 4.0 di lingkungan pengguna jasa. Dalam sesi ini, tim Bea Cukai berdiskusi 

langsung dengan perwakilan perusahaan mengenai kendala teknis yang dihadapi, 

termasuk dalam input data, integrasi sistem, serta kepatuhan terhadap regulasi 

kepabeanan. Pihak perusahaan menyampaikan apresiasi terhadap sistem baru ini, 

yang dinilai lebih efisien dan transparan dibandingkan sistem sebelumnya. Bagian 

Pelaksana Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen Bea Cukai Belawan juga 

memberikan solusi teknis serta arahan mengenai optimalisasi penggunaan CEISA 

4.0 agar dapat berjalan lebih lancar. Dengan adanya asistensi ini, diharapkan para 

pengguna jasa lebih siap dalam mengoperasikan sistem, sehingga proses 

kepabeanan dapat berlangsung lebih efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku. 
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Gambar 4. 3 CVC (Customs Visit Customer) 

  

Sumber : (https://bcbelawan.net/?p=4857) (Bea, 2024) 

 Selanjutnya, Bea Cukai Belawan juga menggelar sosialisasi dan asistensi 

CEISA 4.0 Manifest pada (14/12/23) yang dilansir pada portal beacukai.go.id 

(Bea, 2024). Kegiatan ini melibatkan agen pelayaran dan NVOCC (Non-Vessel 

Operator Common Carrier) untuk membahas kendala teknis seperti login, submit 

RKSP, dan manifest pada portal baru. Bea Cukai Belawan menekankan 

pentingnya kerja sama dengan stakeholder agar implementasi CEISA 4.0 Manifest 

berjalan lancar, mengacu pada keberhasilan penerapan sistem sebelumnya di 

pelabuhan lain. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menjaring saran dan 

masukan dari pengguna jasa. 

 Dalam rangka memastikan keberhasilan implementasi CEISA 4.0, Bea 

Cukai Belawan tidak hanya melakukan sosialisasi dan asistensi, tetapi juga 

menilai kepatuhan dan kesiapan pengguna jasa dalam menerapkan sistem ini. 

Salah satu bentuk evaluasi dilakukan dengan memberikan apresiasi kepada 
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perusahaan yang telah menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap regulasi 

kepabeanan dan penerapan sistem digital. Sebagai bentuk penghargaan terhadap 

komitmen dalam mendukung sistem digital kepabeanan, Bea Cukai Belawan 

memberikan apresiasi kepada tiga perusahaan PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa 

Kepabeanan) terbaik, yaitu PT. Bahtera Inti Indonesia, PT. Anugerah Makmur 

Transporindo, dan PT. Surya Agung Sejahtera. Penghargaan ini diberikan karena 

ketiga perusahaan dinilai aktif dalam mendukung kebijakan kepabeanan, termasuk 

penerapan NLE (National Logistic Ecosystem) dan uji coba sistem CEISA 4.0  

(Bea, 2024). 

Gambar 4. 4 Apresiasi Bea Cukai Belawan Kepada Pengguna Jasa 

 

Sumber : (https://bcbelawan.net/?p=4865) (Bea, 2024) 

 Selain itu, melalui kunjungan program Customs Visit Customer (CVC), 

Bea Cukai Belawan juga mengapresiasi PT. Pelayaran Caraka Tirta Perkasa, PT. 

Evergreen Shipping Agency Indonesia, dan PT. Meratus Line sebagai Agen 

Pelayaran Terbaik Tahun 2023. Evaluasi ini dilakukan guna memastikan bahwa 

sistem digital kepabeanan dapat diterapkan secara optimal dalam operasional 

perusahaan pelayaran (Bea, 2024). 
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Gambar 4. 5 CVC Berikan Apresiasi Kepada Agen Pelayaran 

   

Sumber : (https://bcbelawan.net/?p=4910) (Bea, 2024) 

 Dengan apresiasi ini, Bea Cukai Belawan berharap dapat meningkatkan 

kepatuhan dan sinergi dengan seluruh stakeholder guna mendukung efektivitas 

layanan kepabeanan di wilayahnya. 

4.2 Pembahasan 

Di bagian ini hasil dari penyajian data yang akan dianalisis dengan tetap 

mengacu kepada hasil data sesuai dengan fokus yang ada dalam penelitian. 

Seluruh data yang disajikan diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan 

wawancara kepada informan penelitian. 

4.2.1 Mobilisasi Potensi SDM  

Mobilisasi Potensi SDM merupakan mengelola dan mengarahkan sumber 

daya manusia agar mampu menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan 

kompetensi dan kebutuhan organisasi, dengan memaksimalkan potensi yang ada. 

Mobilisasi potensi sumber daya manusia merupakan upaya mengelola dan 

mengarahkan sumber daya manusia agar mampu menyelesaikan tugas yang 

diberikan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi, dengan 

memaksimalkan potensi yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, mobilisasi 
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potensi sumber daya manusia di Kantor Bea Cukai Belawan telah berjalan dengan 

cukup baik dalam mendukung implementasi transformasi pelayanan digital 

melalui sistem CEISA. Penempatan pegawai yang berbasis kompetensi serta 

dukungan pelatihan yang berkelanjutan mencerminkan upaya institusi dalam 

memastikan kesiapan internal menghadapi digitalisasi. Meskipun secara umum 

pelaksanaan sudah berjalan efektif, namun masih terdapat ruang perbaikan, 

khususnya dalam aspek penanganan kendala teknis yang bersifat mendesak dan 

peningkatan efisiensi dalam sistem pelaporan digital. Untuk itu, penguatan 

mekanisme dukungan teknis, peningkatan kapasitas respon layanan digital, serta 

pengembangan sistem pelaporan berbasis teknologi lanjutan menjadi saran yang 

dapat dipertimbangkan guna mencapai pelayanan yang lebih optimal dan 

berkelanjutan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat (Ningsih&rizal, 2019) yang 

menyatakan bahwa staffing merupakan proses yang mengontrol bagaimana 

potensi dan sumber daya manusia dimobilisasi untuk menyelesaikan tugas dan 

mencapai tujuan organisasi. Temuan di lapangan menunjukkan adanya upaya 

koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia yang terarah dalam mendukung 

implementasi transformasi pelayanan digital di Kantor Bea Cukai Belawan. 

4.2.2 Pengelolaan SDM  

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan Mengontrol penempatan 

tenaga kerja secara tepat untuk mendukung kelancaran operasional dan 

meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil 

penelitian, Kantor Bea Cukai Belawan telah menerapkan pengelolaan sumber 

daya manusia yang sistematis guna memastikan efisiensi operasional dan 
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peningkatan kualitas pelayanan digital. Penempatan pegawai dilakukan secara 

terencana melalui kontrak kinerja, pelatihan rutin, serta rotasi jabatan untuk 

memperluas kapasitas dan fleksibilitas kerja pegawai. Strategi ini tidak hanya 

mendukung keberlangsungan sistem CEISA, tetapi juga meningkatkan kesiapan 

pegawai dalam merespons perubahan sistem dan kebutuhan lapangan. Meskipun 

secara umum pengelolaan SDM sudah berjalan optimal, masukan terkait 

pentingnya kehadiran petugas di luar jam kerja menjadi catatan penting dalam 

pengembangan pelayanan yang lebih adaptif terhadap operasional di lapangan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat (Ningsih&rizal, 2019) yang 

menyatakan bahwa staffing merupakan proses yang mengontrol bagaimana 

potensi dan sumber daya manusia dimobilisasi untuk menyelesaikan tugas dan 

mencapai tujuan organisasi. Temuan yang ditemukan di lapangan menunjukkan 

bahwa Kantor Bea Cukai Belawan telah melakukan pengelolaan tenaga kerja 

dengan terarah dan terencana, sesuai dengan prinsip koordinasi dan perencanaan 

sumber daya manusia yang efektif. 

4.2.3 Pencapaian Tujuan Organisasi 

Pencapaian Tujuan Organisasi merupakan Pencapaian tujuan organisasi 

merupakan upaya memastikan setiap pegawai berkontribusi secara maksimal 

dengan memanfaatkan keterampilan dan tanggung jawab mereka, sehingga 

organisasi dapat mencapai target dan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil 

penelitian, penerapan sistem digital CEISA 4.0 di Kantor Bea Cukai Belawan 

berhasil mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sistem ini meningkatkan 

efisiensi operasional dengan mempercepat proses pengajuan dokumen impor atau 

ekspor dan mempermudah akses layanan bagi pengguna jasa di berbagai daerah. 
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Meskipun terdapat beberapa kendala teknis terkait kecepatan akses, secara 

keseluruhan implementasi CEISA 4.0 telah mempercepat layanan, meningkatkan 

transparansi, serta mempermudah pemantauan status dokumen, yang mendukung 

pencapaian tujuan jangka panjang Bea Cukai Belawan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat (Ningsih&rizal, 2019) yang 

menyatakan bahwa staffing merupakan proses yang mengontrol bagaimana 

potensi dan sumber daya manusia dimobilisasi untuk menyelesaikan tugas dan 

mencapai tujuan organisasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa kontribusi 

maksimal dari setiap pegawai melalui penerapan sistem digital turut mendorong 

pencapaian visi dan misi organisasi secara efektif. Hal ini juga mendukung visi 

Kantor Bea Cukai Belawan untuk menjadi "Kantor Modern yang Terpercaya dan 

Terkemuka" serta selaras dengan misi mereka dalam "Memberikan layanan 

kepabe anan dengan hati dan teknologi", "Melakukan pengawasan yang efektif 

dengan dukungan teknologi informasi", dan "Mengembangkan potensi serta 

kompetensi pegawai." Dengan demikian, implementasi CEISA 4.0 dan 

optimalisasi peran sumber daya manusia menjadi fondasi penting dalam 

mewujudkan tujuan strategis organisasi. 

4.2.4 Digital Strategy  

Digital Strategy merupakan proses cara organisasi menggunakan internet 

dan teknologi digital lainnya untuk mencapai tujuan mereka. Ini seperti peta yang 

memberi arah pada organisasi tentang bagaimana teknologi bisa digunakan untuk 

mempermudah pekerjaan dan membuat proses lebih efisien. Dengan adanya 

strategi yang jelas, semua orang dalam organisasi tahu apa yang harus dilakukan 

dengan teknologi yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian, digital strategy 
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yang diterapkan di Kantor Bea Cukai Belawan melalui sistem CEISA 4.0 sudah 

berjalan dengan baik dan mendukung efisiensi serta transparansi pelayanan. 

Meskipun demikian, implementasi sistem ini masih menghadapi beberapa 

kendala, terutama terkait dengan kestabilan dan kecepatan akses. Sistem ini sudah 

memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen dan mempercepat proses 

pelayanan, namun masih perlu perbaikan pada performa dan stabilitas sistem agar 

dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Welchman dalam (Taryana dkk., 

2023) yang menyatakan bahwa Digital Governance merupakan sebuah kerangka 

kerja yang digunakan untuk menetapkan tanggung jawab, peran, dan otoritas 

dalam pengambilan keputusan untuk kehadiran digital suatu organisasi. Digital 

Strategy dalam kerangka ini mengacu pada cara organisasi memanfaatkan 

kemampuan internet dan web untuk mencapai tujuan mereka, yang mencakup 

prinsip-prinsip panduan serta sasaran kinerja yang ingin dicapai. Dengan 

penerapan CEISA 4.0, Kantor Bea Cukai Belawan telah merancang strategi yang 

memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan 

pelayanan publik yang lebih transparan dan responsif. 

4.2.5 Digital Policy  

Digital Policy merupakan proses cara organisasi menggunakan internet 

dan teknologi digital lainnya untuk mencapai tujuan mereka. Ini seperti peta yang 

memberi arah pada organisasi tentang bagaimana teknologi bisa digunakan untuk 

mempermudah pekerjaan dan membuat proses lebih efisien. Dengan adanya 

strategi yang jelas, semua orang dalam organisasi tahu apa yang harus dilakukan 

dengan teknologi yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian, digital strategy yang 
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diterapkan di Kantor Bea Cukai Belawan melalui sistem CEISA 4.0 sudah 

berjalan dengan baik dan mendukung efisiensi serta transparansi pelayanan. 

Meskipun demikian, implementasi sistem ini masih menghadapi beberapa 

kendala, terutama terkait dengan kestabilan dan kecepatan akses. Sistem ini sudah 

memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen dan mempercepat proses 

pelayanan, namun masih perlu perbaikan pada performa dan stabilitas sistem agar 

dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Welchman dalam (Taryana dkk., 

2023), yang menyatakan bahwa Digital Governance merupakan sebuah kerangka 

kerja yang digunakan untuk menetapkan tanggung jawab, peran, dan otoritas 

dalam pengambilan keputusan terkait kehadiran digital suatu organisasi. Teori ini 

juga menyebutkan pentingnya strategi digital yang menyeluruh, yang mengarah 

pada integrasi teknologi digital ke dalam proses operasional organisasi untuk 

mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam konteks ini, penerapan Digital Strategy 

di Kantor Bea Cukai Belawan melalui sistem CEISA 4.0 mencerminkan upaya 

mereka dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung efisiensi dan 

transparansi. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti kestabilan dan kecepatan 

sistem, menunjukkan bahwa meskipun ada strategi yang solid, masih ada ruang 

untuk perbaikan agar hasil yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal. 

Sejalan dengan teori Welchman, hal ini mencerminkan bahwa strategi digital perlu 

dikembangkan secara berkelanjutan untuk dapat mengatasi kendala teknis dan 

memastikan keberhasilan jangka panjang. 
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4.2.6 Digital Standard  

Digital Standard merupakan pedoman yang digunakan untuk memastikan 

bahwa layanan digital yang diberikan oleh organisasi berkualitas dan efektif. 

Dengan adanya standar ini, organisasi memastikan bahwa setiap layanan digital 

yang mereka tawarkan dapat dipercaya dan memberikan manfaat maksimal bagi 

pengguna. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan digital standard melalui sistem 

CEISA di Kantor Bea Cukai Belawan sejauh ini sudah berjalan dengan baik, 

meskipun belum sepenuhnya optimal. Sistem ini sudah mendukung efisiensi dan 

transparansi, namun masih terdapat kendala dalam penyesuaian terhadap 

pembaruan regulasi dan beberapa masalah teknis, seperti NIB yang tidak terbaca 

dan kecepatan akses yang tidak konsisten. Meskipun demikian, sistem ini sudah 

menunjukkan kemajuan yang signifikan dan masih terus diperbaiki agar lebih 

stabil dan efektif. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Welchman dalam (Taryana dkk., 

2023), yang menyatakan bahwa Digital Governance mencakup pengaturan 

standar dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan bahwa layanan digital 

yang diberikan kepada pengguna memenuhi kualitas yang tinggi dan efektif. 

Menurut teori ini, standar digital berfungsi sebagai pedoman yang memastikan 

bahwa setiap aspek operasional dan teknis dalam organisasi berfungsi dengan 

baik, mendukung tujuan organisasi, dan memberikan hasil yang dapat dipercaya 

kepada pengguna. Dalam hal ini, penerapan digital standard di Kantor Bea Cukai 

Belawan, meskipun menghadapi beberapa kendala teknis dan penyesuaian 

regulasi, telah menunjukkan kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Digital 
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Governance menurut Welchman, yaitu peningkatan kualitas dan efektivitas 

layanan digital. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, yang kemudia penulis 

melengkapinya dengan penyajian data dan pembahasa, maka penulis akan 

menyimpulkan pokok-pokok dari permasalahan dan sekaligus memberi saran 

yang bisa jadi berguna. Adapun simpulan dari penelitian ini adalah:  

Tercapainya keefektivitasan fungsi staffing dalam transformasi pelayanan 

digital di Kantor Bea Cukai Belawan telah terlaksana cukup optimal, namun 

belum sepenuhnya optimal pada seluruh indikator. Hal ini ditinjau dari enam 

kategorisasi utama, yaitu: 

1. Mobilisasi Potensi SDM di Kantor Bea Cukai Belawan telah dilakukan 

dengan efektif. Penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan pelatihan 

berkelanjutan melalui program seperti P2KP telah meningkatkan 

kompetensi pegawai. Namun, masih terdapat tantangan dalam penanganan 

kendala teknis yang muncul selama implementasi sistem CEISA. 

2. Pengelolaan SDM di Kantor Bea Cukai Belawan dilakukan secara 

sistematis dengan menerapkan kontrak kinerja dan rotasi pegawai. Hal ini 

meningkatkan fleksibilitas dan kesiapan pegawai dalam menghadapi 

perubahan. Namun, pentingnya kehadiran petugas di luar jam kerja perlu 

diperhatikan untuk meningkatkan responsivitas layanan. 

3. Pencapaian Tujuan Organisasi, penerapan sistem CEISA 4.0 telah berhasil 

mempercepat proses pengajuan dokumen dan meningkatkan efisiensi 
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operasional. Meskipun terdapat kendala teknis, secara keseluruhan, sistem 

ini mendukung pencapaian tujuan organisasi dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada pengguna jasa. Akan tetapi, gangguan sistem 

(keterlambatan respons) masih menjadi kendala teknis yang cukup sering 

terjadi. 

4. Digital Strategy yang diterapkan melalui sistem CEISA 4.0 telah 

memberikan kemudahan dan transparansi dalam pelayanan. Namun, masih 

terdapat tantangan terkait kestabilan dan kecepatan akses sistem yang 

perlu diperbaiki untuk mencapai efisiensi yang lebih optimal. 

5. Digital Policy yang diterapkan di Kantor Bea Cukai Belawan mendukung 

efisiensi dan transparansi. Namun, penyesuaian terhadap pembaruan 

regulasi masih memerlukan waktu adaptasi, dan sosialisasi yang dilakukan 

sangat membantu pengguna jasa dalam memahami perubahan yang terjadi. 

6. Digital Standard, penerapan standar digital dalam sistem CEISA telah 

berjalan dengan baik, meskipun gangguan teknis seperti lambatnya sistem 

dan kesalahan input masih sering terjadi, sehingga perlu evaluasi sistem 

berkala dan peningkatan kapasitas infrastruktur. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi staffing di Kantor Bea 

Cukai Belawan memiliki peran penting dalam mendukung transformasi pelayanan 

digital. Pelaksanaannya sudah cukup optimal, namun masih perlu peningkatan 

dari segi pelatihan SDM dan perbaikan teknis agar pelayanan digital dapat 

berjalan lebih maksimal.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian di atas maka ada beberapa saran ataupun rekomendasi 

yang disarankan peneliti diantaranya sebagai berikut: 

1. Evaluasi Sistem Rolling Pegawai, sistem rolling memang sejalan dengan 

UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mendorong adaptasi terhadap 

perubahan. Namun, pelaksanaannya perlu dievaluasi kembali agar tidak 

menimbulkan ketidaksesuaian antara posisi yang diisi dengan kompetensi 

pegawai. Rolling yang tidak mempertimbangkan keahlian dapat membuat 

pelatihan menjadi tidak optimal dan menghambat efektivitas kerja 

pegawai. 

2. Perbaikan Aspek Teknis Sistem Digital, diperlukan penguatan pada 

infrastruktur dan sistem CEISA agar lebih stabil, cepat diakses, dan minim 

gangguan teknis, sehingga pelayanan digital bisa berjalan lebih maksimal 

dan tidak menghambat tugas pegawai maupun kepuasan pengguna jasa. 

3. Meningkatkan Kesiapan Petugas dalam Menangani Masalah di Luar Jam 

Kerja, menetapkan tim khusus yang siap sedia dalam menangani masalah 

teknis atau sistem pada jam-jam kritis atau di luar jam kerja untuk 

memastikan kelancaran operasional (untuk menangani kedatangan kapal 

yang tidak terjadwal, seperti kapal yang tiba tengah malam atau di luar 

jam operasional). 
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